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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman

transliterasi tersebut adalah :
1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan hurif, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta
tanda sekaligus. Daftar hurif Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah

sebagai berkut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be
o Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
a Jim J Je
z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
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5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)

J Ra R Er

J Zai z Zet

s Sin S Es

B2 Syin Sy Es danye
P Sad S Es (dengan titik di bawah)
P Dad D De(dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za Z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

< Fa F Ef

e Qaf Q Ki

2 Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

O Nun N En

) Wau W We




J Ha H Ha

3 Hamzah L Apostrop

Ya Y Ye

G

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= Fathah A A
L Kasrah ' '
L Dammah U U
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transiterasi
1. <
- Kataba
2. . )
53 Zukira

e Yazhabu




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huriif maka transliterasinya gabungan hurif, yaitu :

Tanda dan Nama Gabungan Huruf Nama
Huruf
&...l Fathah dan ya Ai adani
g Fathah dan wau Au adanu
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. S Kaifa
2. Jsm Haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huriif, transliterasinya berupa huriif dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
... Fathah d;g alif atau A a dan garis di atas
S.. Kasrah dan ya I i dan garis di atas
PR pammah dan wau U u dan garis di atas
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Contoh:

No Kata Bahasa Arab Transliterasi
- Je Qala

> Jé Qila

> JA Yagqiilu

N s Rama

4. Ta’Marbiitah

Trasliterasi untuk 7a’Marbitah ada dua :

a. Ta'Marburah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau

dammah trasliterasinya adalah /t/.

b. Ta’Marbitah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang akhir katanya 7a ’Marbitah diikuti oleh  kata

yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka Ta ’Marbitah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
L Jubll iz, Raudah al-azfal
2 il Talhah
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan hurif, yaitu huraf yang sama

dengan hurif yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. W
) ) Rabbana
2. J5 Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan Aurif yaitu J
. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
yang diikuti oleh huriif Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh Auriaf
Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh hurif Syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu Aurif /l/ diganti dengan hurif yang sama dengan
huriif yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang
diikuti oleh Auraf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan Auraf
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. J=7) Ar-rajulu
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2. JUs! Al-Jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam
tulisan Arab berupa hurif alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1 s Akala
2 R

0l Ta khuzuna
3. e 5l An-Nauu

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital,
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku
dalam EYD vyaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang
ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau
kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut
disatukan dengan kata lain sehingga ada Aurif atau harakat yang dihilangkan,

maka huruf kapital tidak digunakan.
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Contoh :

No

Kata Bahasa Arab

Transliterasi

J g Ul esls

Wa ma Muhammdun illa rasul

el o i

Al-hamdu lillahi rabbil ‘alamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi i/, isim, maupun huraf ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huriaf Arab yang sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada hurif atau harakat yang

dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan

dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No

Kata Bahasa Arab

Transliterasi

35 A 0y

Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin /

Wa innallaha lahuwa khairur-razigin

O et LS 53 45

Fa aufii al-Kaila wa al-mizana /

Fa auful-kaila wal mizana
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ABSTRAK

Elfina  Devi Nurianayanti, NIM: 182111011. “PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT YAQAWIYYU CABANG
MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 07/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)”.
Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen, terdapat anggota yang mengeluhkan terkait pencairan dana pembiayaan
yang tidak dapat dicairkan 100% sesuai kebutuhan anggota serta nisbah bagi hasil
yang rendah menurut anggota sehingga anggota mengajukan tawaran bagi hasil
yang lebih tinggi, namun pihak BMT tidak dapat memberikannya dikarenakan
dalam hal ini pihak BMT hanya menjalankan prosedur pembiayaan yang berlaku,
dimana ketentuan dalam prosedur pembiayaan tidak dapat diubah kecuali karena
alasan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan
pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen. Selain itu juga,
untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen ditinjau dari Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data
sekunder yang didapatkan dengan melalui wawancara dengan pihak BMT dan
anggota pembiayaan, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan
yaitu model Miles and Huberman yang dilakukan dengan tahap mereduksi data,
menyajikan data dan menyimpulkannya.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembiayaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen dalam pencairan pembiayaan
tidak dapat dilakukan 100% sesuai kebutuhan anggota dikarenakan banyak
perhitungan yang dipertimbangkan pihak BMT, pencairan dana maksimal 60% dari
jumlah pengajuan jika menggunakan jaminan barang bergerak, jika menggunakan
jaminan barang tidak bergerak bisa mencapai 90%. Metode bagi hasil yang
digunakan merupakan metode revenue sharing dengan nisbah bagi hasil 30% bagi
anggota dan 70% bagi pihak BMT, nisbah bagi hasil tersebut sudah ditentukan di
awal oleh pihak BMT. Sebagaimana Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/1V/2000
bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa hanya saja dalam bagi hasil masih
menggunakan proses tawar-menawar yang bisa dikatakan hanya sebagai formalitas
sedangkan ketentuan nisbah bagi hasil sudah jelas diatur dalam prosedur
pembiayaan sehingga menyebabkan kesalahpahaman anggota dimana anggota
mengira bahwa nisbah bagi hasil dapat diubah.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN MUI, BMT
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ABSTRACT

Elfina Devi Nurianayanti, NIM:182111011. "IMPLEMENTATION OF
MUDHARABAH FINANCING ON BMT YAQAWIYYU BRANCH
MRANGGEN IN PERSPECTIVE OF DSN MUI FATWA NO: 07/DSN-
MUI/IV/ 2000 ON MUDHARABAH FINANCING (QIRADH)”. In the
implementation of mudharabah financing at BMT Yagawiyyu Mranggen branch,
there are members who complain about the disbursement of financing funds that
cannot be disbursed 100% according to the needs of members and the low profit
sharing ratio according to members so that members submit a higher profit sharing
offer, but the BMT cannot provide it because in this case the BMT only carries out
the applicable financing procedures, where the provisions in the financing
procedure cannot be changed except for certain reasons agreed by both parties.

The purpose of this study is to determine the implementation of mudharabah
financing at BMT Yagawiyyu Mranggen branch. In addition, to determine the
implementation of mudharabah financing on BMT Yagawiyyu Branch Mranggen
reviewed from DSN Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 on Mudharabah Financing

(Qiradh).

This study uses the type of field research with a qualitative approach. The
Data used in this study in the form of primary data and secondary data obtained
through interviews with the BMT and members of the financing, observation and
documentation. The data analysis used is Miles and Huberman model which is done
by reducing the data, presenting the data and summing it up.

The results of this study states that the implementation of mudharabah
financing in BMT Yagawiyyu Mranggen branch in the disbursement of financing
can not be done 100% according to the needs of members because many
calculations are considered by BMT, the maximum disbursement of funds is 60%
of the total submission if using movable goods guarantee, if using immovable goods
guarantee can reach 90%. The revenue sharing method used is a revenue sharing
method with a revenue sharing ratio of 30% for members and 70% for BMT, the
revenue sharing ratio has been determined at the beginning by BMT. As DSN MUI
Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 that the implementation of mudharabah
financing at BMT Yagawiyyu Mranggen branch is in accordance with the
provisions of the Fatwa, it's just that the profit sharing still uses a bargaining process
that can be said only as a formality while the provisions of the profit sharing ratio
are clearly regulated in the financing procedure, causing misunderstanding of
members where members think that the profit sharing ratio can be changed.

Keywords: Mudharabah Financing, Fatwa DSN MUI, BMT
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu
yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dengan antara lain
mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan
ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan
sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.*

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi
masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau
BPR Islam. Prinsip operional BMT didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual
beli, dan titipan. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsinya sebagai
lembaga keuangan mikro dengan menjalankan pendampingan, pembinaan,
penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggotanya.?

Dengan hadirnya BMT masyarakat jelas sangat terbantu dengan

produk-produk jasa dan pembiayaan yang dapat digunakan untuk modal

1 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2018), him. 473

2 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan
Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), him. 363
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usaha. Produk-produk yang terdapat di BMT merupakan produk yang sama
terdapat pada bank syariah, yaitu produk penghimpunan dana seperti prinsip
al-wadi’ah dan mudharabah, untuk penyaluran dana seperti prinsip jual beli
(murabahah, istisna, salam), dan prinsip ijarah, dan prinsip bagi hasil
(mudharabah dan musyarakah).®

Pembiayaan Mudharabah merupakan bentuk akad kerjasama antara
pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa
keuntungan yang diperoleh dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan
jumlah kesepakatan.* Mudharabah juga disebut sebagai giradh yang
berasal dari al-gardhu, berati al-gath’u (potongan) karena pemilik
memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh
sebagian keuntungan.®

BMT Yagawiyyu cabang Mranggen merupakan salah satu lembaga
keuangan syariah yang menjalankan penghimpunan pembiayaan
mudharabah. Terdapat 7 anggota pembiayaan mudharabah di BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen dalam satu tahun terakhir. Rata-rata anggota
tersebut mengajukan pembiayaan mudharabah untuk modal usahanya.
Metode bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan mudharabah di BMT

Yagawiyyu cabang Mranggen yaitu metode revenue sharing, dimana bagi

3 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him. 29
4 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), him. 138

% Ibid., him. 135



hasil berdasarkan pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya lain.®
Pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen dalam pelaksanaan pembiayaan
mudharabah, pihak BMT menyediakan modal yang dibutuhkan oleh
anggota yang mengajukan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dalam
pengajuan pembiayaan ini terdapat jaminan yang harus diserahkan kepada
pihak BMT untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan pembiayaan.
Berdasarkan keterangan manajer cabang, pembagian keuntungan akan
diusahakan sesuai dengan nisbah/bagi hasil yang sudah disepakati dimuka.
Jangka waktu dari pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, mulai dari 3
bulan hingga 1 tahun.’

Berdasarkan keterangan dari salah satu anggota pembiayaan
mudharabah Ibu Marinten, beliau mengajukan pembiayaan mudharabah
untuk modal usaha sayur keliling. Ibu Marinten mengajukan pembiayaan
mudharabah sebesar Rp. 4.000.000,00 dengan jumlah pembiayaan yang
dapat dicairkan sebesar Rp. 3.500.000,00. Dalam pelaksanaan pembiayaan
ini pihak anggota mengeluhkan pencairan dana pembiayaan yang tidak
100% diberikan sesuai kebutuhan anggota.

Menurut pemahaman anggota dalam pencairan pembiayaan dicairkan
sesuai dengan kebutuhan anggota, sedangkan pada BMT sendiri sudah
memiliki ketentuan bahwa pencairan pembiayaan hanya dapat dilakukan

sebesar 60% dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, besarnya

& Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen, Wawancara
Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00

7 Ibid.



pencairan pembiayaan disini juga dipengaruhi oleh jaminan yang
digunakan, dimana apabila jaminan yang digunakan merupakan barang
bergerak perncairan pembiayaan maksimal 60% dari yang diajukan oleh
anggota, sedangkan apabila jaminan yang digunakan merupakan barang
tidak bergerak seperti sertifikat pencairan pembiayaan bisa mencapai 90%
dari jumlah yang diajukan oleh anggota . Dalam hal ini pihak BMT tidak
dapat mencairkan 100% sesuai kebutuhan anggota dikarenakan BMT sudah
memiliki prosedur dalam pencairan pembiayaan, banyak perhitungan yang
dipertimbangkan oleh pihak BMT sehingga tidak dapat memberikan
pembiayaan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggota.

Pada pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
pada kesepakatan jenis usaha, pihak BMT tidak memberikan ketentuan
terkait usaha anggota dalam hal ini bisa usaha yang baru akan dirintis
maupun usaha yang sudah berjalan. Akan tetapi jenis usaha yang disetujui
pembiayaannya merupakan usaha yang telah disepakati pada saat akad
(kontrak) jadi pada saat berjalannya pembiayaan anggota tidak
diperbolehkan mengganti jenis usahanya.

Dikarenakan mudharabah merupakan kerjasama dengan sistem bagi
hasil keuntungan, maka pada dasarnya dalam pelaksanaannya pun harus
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan saling ridho satu sama

lain serta selalu mengutamakan prinsip keadilan dan kejujuran. Prinsip



inilah yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga
keuangan konvensional.®

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada dasarnya harus
mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, dalam hal ini MUI sebagai
lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa yang mengatur LKS
dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah agar tatacara yang dijalankan
pada LKS tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Fatwa DSN MUI
No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
mengatur tatacara, rukun dan syarat serta ketentuan-ketentuan lain yang
harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Maka dalam hal ini perlu
dikaji apakah pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu
Cabang Mranggen sudah sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI atau
terdapat kesenjangan dalam pelaksanaanya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan bagi hasil pembiayaan
mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen, dengan judul
“Pelaksanaan Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah pada BMT
Yaqgawiyyu Cabang Mranggen dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No:

07/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)”.

8 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
2016), him. 117



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis
dapat merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT
Yagagiyyu cabang Mranggen?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000
terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu

cabang Mranggen?

C. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di
atas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT
Yagagiyyu cabang Mranggen.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-
MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada

BMT Yagagiyyu cabang Mranggen.

D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat serta
nilai tambah bagi penulis sendiri dan pembaca, baik secara teoritis, maupun
praktis, yaitu:
1. Secara teoritis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah
khasanah pengetahuan hukum Islam serta menambah wawasan

keilmuan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, serta untuk



mendapatkan gambaran secara jelas mengenai sistem bagi hasil pada
produk pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen.

2. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan
memberikan kontribusi pedoman terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil
pada produk pembiayaan mudharabah sehingga dapat diterapkan di
masyarakat dengan sebaik-sebaiknya dan terhindar dari transaksi yang

bertentangan dengan syariat Islam.

E. Kerangka Teori
1. Mudharabah
Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang
yang pakar dalam berdagang, di dalam Figh Islam disebut dengan
mudharabah, yang oleh ulama figh Hijaz menyebutnya dengan giradh.®
Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah
adalah bepergian atau berjalan.®
Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan oleh
dua pihak, pemilik modal (shahibul mal) dan pelaku usaha yang
menjalankan modal (mudharib).! Secara terminologi mudharabah
berarti sejumlah uang yang diberikan seorang kepada orang lain untuk

modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu

® Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 175
10 Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., him. 135

1 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2016), him.149



untuk pihak pemilik modal (shahibul mal) dan pelaku usaha atau yang
menjalankan modal (mudharib) dengan presentase atau jumlah sesuai
dengan kesepakatan. Sementara apabila terdapat kerugian maka
ditanggung oleh pemilik modal.?

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan
untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar
dalam memutarkan uang. '* Dasar hukum diperbolehkannya
mudharabah dalam Al-Qur’an yaitu, firman Allah dalam surat Al-

Jumu’ah ayat 10:

S s T O3y Al b e OVET o 10206 AT e b

ol
Yang artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Pada dasarnya ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad
mudharabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan
ekonomi melalui mudharabah, dengan demikian ayat-ayat tersebut
dapat dijadikan sebagai landasan hukum akad mudharabah.*

Agar mudharabah yang dijalankan sah maka terdapat rukun dan
syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan mudharabah. Dalam

buku Figh Muamalah Kontemporer disebutkan bahwa rukun

mudharabah ada enam, yaitu pemilik modal (shahibul mal), pelaku

12 1bid.
13 Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., him. 176

14 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah..., him. 152



usaha atau pengelola modal (mudharib), akad (agad) yang dilakukan

olen pemilik modal dengan pengelola modal, modal (ra’sul mal),

pekerjaan pengelola modal (al- ‘@mal) dan keuntungan (al-ribh).*

Sedangkan syarat sah mudharabah sangat berhubungan dengan

rukun-rukun mudharabah, diantaranya adalah:*

a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan,
dll, maka mudharabah tersebut batal.

b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan
tasharruf, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila,
dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, maka akad
mudharabahnya batal.

c. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha
dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil
sesuai kesepakatan.

d. Presentase keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola
modal harus jelas.

e. Melafazkan ijab dan gabul.

15 |bid., him. 155

16 Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah antara Kajian Figh dan Penerapan
Perbankan”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 1, 2010, him. 79
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2. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

Mudharabah (Qiradh)

Fatwa berasal dari bahasa Arab Al-fatwa atau Al-futya yang
memiliki arti jawaban dari pertanyaan yang tidak ditemukan dalam
literatur Hukum. Fatwa juga diartikan sebagai penjelas dari beberapa

konsep pengambilan hukum. '

Fatwa merupakan pendapat atau
keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga
ataupun perorangan yang telah diakui otoritasnya, yakni mufti. Di
Indonesia telah dikenal adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia atau
lebih familiar disapa MUI. Jadi maksud dari fatwa adalah ketetapan atau
keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang
dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai ijtihad-nya.'8

Dalam menjalankan kegiatan usaha fatwa DSN harus dijadikan
patokan yang dilakukan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan
syariah lainnya. Dewan Syariah Nasional itu sendiri yaitu beberapa
kumpulan ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang kehalalan
suatu produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah.

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, menjelaskan

mengenai aturan-aturan atau petunjuk yang harus di patuhi oleh

Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan pembiayaan

17 Ahmad Insya’ Ansori dan Moh. Ulumuddin, “Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga
Fatwa di Indonesia”, Jurnal Mahkamah STAIA Jombang, Vol. 5 No. 1, 2020, him. 39

18 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus llmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah,
2005), him. 52
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Mudharabah yang meliputi ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat

pembiayaan murabahah serta ketentuan hukum pembiayaan.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian dan agar tidak terjadi
kesamaan dalam pembahasan yang sama dalam penelitiannya sebelumnya.
Maka peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil
penelitian sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian
yang sedang peneliti lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Afifah Mukarromah, Fakultas Syariah IAIN
Surakarta, dengan judul “Pengelolaan Sistem Bagi Hasil pada Simpanan
Mudharabah Berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu”. Dari
penelitian tersebut permasalahan yang dikaji mengenai pengelolaan dan
sistem bagi hasil simpanan mudharabah. Bahwa pelaksanaan simpanan
mudharabah berjangka pada KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu
termasuk simpanan mudharabah al-muthlagah. Dimana mudharib
memberikan kepercayaan terhadap BMT untuk memanfaatkan dana agar
dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan produktif. Keuntungan dibagi
antara anggota dengan BMT sesuai dengan nisbah bagi hasil yang
disepakati diawal. BMT menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi
haknya untuk menutupi biaya operasional. BMT Tumang memberlakukan

pembatasan jangka waktu dengan sanksi penalty (denda) apabila penarikan
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dilakukan sebelum jatuh tempo.'® Perbedaan skripsi ini dengan skripsi
penulis yaitu dalam skripsi ini yang diteliti mengenai pengelolaan bagi hasil
simpanan mudharabah berjangka yang kemudian dianalisis menggunakan
Fatwa DSN No. 3 tahun 2000 tentang Deposito. Sedangkan skripsi penulis
yang diteliti adalah pembiayaan mudharabah yang di analisis dengan Fatwa
DSN MUI No. 7 tahun 2000.

Kedua, skripsi oleh Siti Fatimah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta,
dengan judul “Akad Mudharabah dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi
di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar”.
Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji adalah praktik nggaduh
kambing dan akad mudharabah yang digunakan dalam praktik nggaduh
kambing tersebut. Bahwa kerjasama nggaduh kambing yang dilaksanakan
dalam penelitian ini sudah memenuhi rukun-rukun dalam mudharabah,
yaitu adanya pihak yang melakukan transaksi, obyek transaksi, dan sighat.
namun dikarenakan terdapat ketidakjelasan saat akad maka menimbulkan
unsur gharar baik dalam akad saat memulai kerjasama hingga
ketidakjelasan bagi hasil, sehingga mengakibatkan akad kerjasama menjadi
cacat. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi ini

fokus penelitian adalah praktik akad mudharabah yang diterapkan dalam

19 Afifah Mukarromah, “Pengelolaan Sistem Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah
Berjangka di KSPPS BMT Tumang Cabang Delanggu”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta,
2018

2 Siti Fatimah, “Akad Mudharabah dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa
Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN
Surakarta, 2020
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kehidupan sehari-hari sedangkan skripsi penulis mudharabah yang dikaji
merupakan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Ketiga, skripsi oleh Khoirun Nisa’, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo,
dengan judul “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Kencana Balong
Ponorogo”. Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji adalah
implementasi KHES dalam kesepakatan bidang usaha dan penentuan bagi
hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong
Ponorogo. Bahwa kesepakatan bidang usaha yang dipraktikkan pada
pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana sudah sesuai dengan
KHES, karena pihak BMT sudah mengetahui usaha pengelola modal
dengan menyakan langsung pada pengelola modal, namun tidak melakukan
survey terkait usaha anggota tersebut. Dalam penentuan nisbah bagi hasil
pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana belum sesuai dengan
KHES Pasal 236, karena mengenai bagi hasil tidak ditentukan bagian secara
presentase secara jelas dari kedua belah pihak, melainkan pihak BMT sudah
menentukan bagiannya sendiri.?! Perbedaan skripsi ini dengan skripsi
penulis yaitu dalam skripsi ini pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan
didasarkan pada kesepakatan bidang usaha dan bagi hasilnya yang di

analisis menggunakan KHES sedangkan pada skripsi penulis pembiayaan

2L Khoirun Nisa’, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam
Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo”, Skripsi, Fakultas Syariah
IAIN Ponorogo, 2019
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mudharabah yang dilaksanakan di analisis menggunakan Fatwa DSN MUI
No. 7 tahun 2000.

Keempat, jurnal Ainul Hikmah dan Nahariah, dengan judul “Analisis
Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri
KCP Sengkang”, dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji adalah
terkait revenue sharing dan keunggulan bagi hasil pembiayaan mudharabah
pada Bank Syariah Mandiri Kcp Sengkang. Pembiayaan mudharabah pada
Bank Syariah Mandiri Kcp Sengkang dalam bagi hasilnya menggunakan
metode revenue sharing, keunggulan pembiayaan mudharabah pada Bank
Syariah Mandiri Kcp Sengkang adalah dapat meningkatkan investasi dana
pihak ketiga, dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total pendapatan
sebelum dikurangi dengan biaya lain, sehingga kemungkinan tingkat bagi
hasil yang akan diterima pemilik dana akan lebih besar dibandingkan
dengan tingkat suku bunga.?? Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis
yaitu terletak pada objek penelitian, dalam jurnal ini pembiayaan
mudharabah dilaksanakan pada bank syariah sedangkan skripsi penulis di
LKS non bank yaitu BMT yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro
Syariah.

Kelima, jurnal Juni Iswanto, Ahmad Syaickhu dan Adi Marsono
dengan judul “Dampak Adanya Pembiayaan Mudharabah terhadap

Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengurus Rumah

2 Ainul Hikmah dan Nahariah, “Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah
pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang”, Jurnal llmiah Al Tsarwah, Vol. 2 No. 2, 2019
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Tangga”, dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji adalah jumlah
kredit yang disalurkan untuk UMKM rendah sehingga menimbulkan
terjadinya informasi yang tidak sesuai antara kedua belah pihak. Oleh
karenanya bank harus memiliki laporan keuangan yang lengkap dan mudah
diterima oleh UMKM. Perkembangan UMKM memberikan dampak positif
untuk meningkatkan perekonomian, adanya pembiayaan mudharabah
memberikan peluang bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin
mengembangkan usahanya, maka LKS hadir untuk memberi kemudahan
bagi masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dengan memberikan
suntikan dana melalui pembiayaan mudharabah. Sehingga dengan adanya
pembiayaan mudharabah, sangat efektif untuk meningkatkan UMKM
terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga.?® Perbedaan jurnal ini dengan
skripsi penulis yaitu pada jurnal ini hanya membahas mengenai pengaruh
dari pembiayaan mudharabah terhadap UMKM di kalangan ibu-ibu rumah
tangga. Sedangkan pada skripsi penulis lebih fokus terhadap pelaksanaan

pembiayaan mudharabah pada BMT.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti
dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan

penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis. 2*

2 Juni Iswanto, dkk., “Dampak Adanya Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengurus Rumah Tangga”, Jurnal Dinamika Ekonomi
Syariah, Vol. 9 No. 2, 2022

24 Boedi Abdullah dan Drs. Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam
Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), him. 20
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Berbagai hal yang menjadi bagian dari metodologi penelitian yang akan
digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai
berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti
di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala
objektif yang terjadi dilokasi tersebut.?® Penelitian lapangan dalam
penelitian ini dilaksanakan di BMT Yagawiyyu Cabang Mranggen yang
beralamatkan di JI. Pasar Mranggen, kecamatan Jatinom, kabupaten
Klaten.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara
holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau
apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber
langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri. ?® Dalam
penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan
data mengenai pelaksanaan bagi hasil produk pembiayaan Mudharabah

di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen.

% Abdurrahmat Fathoni, Meodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
PT Rineka Cipta, 2006), hIm. 96

% Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 64
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2. Sumber Data
Sumber data adalah acuan untuk mendukung sebuah penelitian.
Sumber data juga mejadi penentu utama dalam sebuah penelitian.
Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.?’
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis sumber data,
diantaranya sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya.?® Data primer dalam
penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara secara langsung
dengan pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen dan Anggota
pembiayaan mudharabah.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat
diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan
lainnya. 2 Penulis mengambil literatur dari buku-buku, jurnal,

artikel dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

27 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
llmu, 2006), him. 42

28 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, dasar metodologi penelitian, (Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015), him. 58

2 |bid.
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3. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di BMT Yagawiyyu cabang Mraggen.
Lokasi ini dipilih karena untuk memudahkan penulis dalam mencari
data-data di lapangan, karena penulis mengenal lokasi tersebut,
sehingga diharapkan data-data yang di dapatkan dari lapangan
merupakan data yang dapat dipertangggung jawabkan.
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 sampai
dengan selesai.
4. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan atau informasi yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari:
a. Observasi
Observasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan
pengamatan terhadap objek yang dapat dilaksanakan secara
langsung maupun tidak langsung.®® Dalam penelitian ini, peneliti
melakukan pengamatan langsung dalam pelaksanaan bagi hasil
pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen.
b. Wawancara
Merupakan salah satu cara untuk melakukan pengumpulan
data yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang

dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan

30 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian..., him. 84
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penelitian.®? Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara
dengan pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen dan Anggota
pembiayaan mudharabah.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan melihat
atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Metode ini dilakukan
dengan melihat dokumen-dokumen resmi, seperti catatan-catatan
serta buku-buku dan peraturan yang ada. > Dalam teknik
pengumpulan data melalui dokumentasi ini penulis menggunakan
buku-buku maupun penelitian terdahulu sebagai rujukan, serta
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lembaga dan yang
berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.
5. Teknik Analisis Data
Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah
metode analisis model Miles and Huberman. Metode analisis Miles and
Huberman adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.
Aktivitas dalam analisis datanya meliputi reduksi data, penyajian data
dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 3 Dalam penelitian ini

penulis mereduksi data, merangkum data, memilih hal-hal pokok yang

31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), him. 193
32 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian..., him. 89

3 Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
Kombinasi, dan R&D, (Bandung: Alvabeta, 2017), him. 484
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berkaitan dengan tema penelitian dan membuang yang tidak perlu.
Kemudian setelah data terkumpul, penulis menyajikan data dalam

bentuk narasi dan mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima
bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan.
Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 1l merupakan landasan teori, yang berisi teori mengenai konsep
umum pembiayaan Mudharabah yang meliputi pengertian, landasan
hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis mudharabah, dan berakhirnya
mudharabah serta Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Bab 11l menjelaskan deskripsi data penelitian yang terdiri dari
gambaran umum BMT Yagawiyyu cabang Mranggen dan pelaksanaan
pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen.

Bab 1V merupakan analisis pelaksanaan pembiayaan mudharabah
pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen dan analisis pembiayaan
mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen ditinjau dari Fatwa
DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

(Qiradh).
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Bab V penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban
singkat atas rumusan masalah dan ringkasan hasil penelitian yang dilakukan

dan saran.



BAB Il
LANDASAN TEORI TENTANG MUDHARABAH DAN FATWA DSN MUI

NO: 07/DSN-MUI/1V/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan
seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam Figh Islam disebut
dengan mudharabah, yang oleh ulama figh Hijaz menyebutnya dengan
giradn.! Secara etimologi (bahasa) mudharabah diambil dari kata adh-
Dhard yang mempunyai dua relevansi anatara kedua artinya, pertama
memiliki arti yang melakukan usaha (“amil) yadhrib fil ardhi (berjalan
di muka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia memiliki
hak memperoleh keuntungan karena usaha dan kerjaya. Kedua, karena
masing-masing orang yang melakukan syarikat yadhribu bisahmin
(mengambil bagian/memotong) dalam keuntungan.?

Secara terminologi mudharabah berarti sejumlah uang yang
diberikan seorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila

mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik

! Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) him. 175

2 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2019), him. 83

22
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modal (shahibul mal) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal
(mudharib) dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan.
Sementara apabila terdapat kerugian maka ditanggung oleh pemilik
modal.?

Menurut ulama figih mudharabah adalah akad di mana seseorang
yang memiliki harta memberikan modal kepada pengusaha untuk
menjalankan bisnis atau usaha dengan modal tersebut, dan laba dibagi
antara keduanya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.* Istilah
mudharabah oleh figh Hijaz menyebutnya dengan giradh.®

Mudharabah merupakan kerjasama yang telah dikenal umat
Muslim sejak zaman Rasulullah, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa
Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Rasulullah Saw berprofesi
sebagai pedangang, la melakukan kerjasama mudharabah dengan
Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka
praktik mudharabah ini diperbolehkan baik menurut Al-Qur’an,
Sunnah, maupun Jjma’. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah

dengan Rasulullah, Khadijah mempercayakan barang dagangannya

3 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2016), him. 149

4 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan
dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), him. 107

5 Saiful Jazil, Figh Muamalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), him. 134
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untuk dijual oleh Rasulullah, dalam kerjasama ini, Khadijah berperan
sebagai pemilik modal (shahibul mal).®

Dalam Fatawa Al-Mu ashirah disebutkan bahwa mudharabah
dalam figh Islam merupakan salah satu jenis dan syirkah yang
didalamnya ada pokok modal (ra’s al-mal) dari satu pihak dan
pekerjaan (‘amal) dari pihak yang lain. Dengan mekanisme seorang
menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diniagakan dengan
keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai dengan
nisbah yang disepakati dalam akad.’

Menurut pendapat Sayyid Sabig satu pihak memberikan uang
(modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan
bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan
kesepakatan mereka.®

Sedangkan definisi mudharabah menurut Fatwa DSN No.
07/DSN-MUI/1V/2000 adalah:

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam
pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai

100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha
(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

& Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2010), him. 204

” Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),
him. 59

8 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah Jilid 4 Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudin Al-
Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), him. 276
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Secara umum mudharabah dibagi dalam dua jenis sebagaimana
yang dijelaskan oleh Akhmad Farroh Hasan, yaitu:

1. Mudharabah secara mutlak atau bebas. Merupakan bentuk kerja
sama antara yang memiliki modal dengan pengelola modal yang
cakapannya luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, masa-masa dan
wilayah atau lokasi usaha.

2. Mudharabah terikat. Mudharabah ini merupakan kebalikan dari
mudharabah di atas, yaitu pengelola modal dibatasi dalam jenis
usaha, masa dan lokasi usaha.’

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dipahami bahwa
pembiayaan mudharabah merupakan kerja sama antara dua pihak untuk
menjalankan suatu usaha tertentu, pihak pertama sebagai pemilik modal
dan pihak kedua sebagai pengelola modal untuk mengelola usaha.
Apabila terdapat kerugian maka ditanggung seluruhnya oleh pemilik
modal kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian
pengelola modal/pengelola usaha. Dan keuntungan yang diperoleh dari

usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan.

2. Landasan Hukum Mudharabah
Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan

untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar

® Akhmad Farroh Hasan, Figh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan
Praktek), (Malang: UIN Maliki Press, 2018), him. 106
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dalam memutarkan uang. '°

Dasar hukum diperbolehkannya
mudharabah dalam Al-Qur’an yaitu, firman Allah dalam surat Al-

Muzzammil ayat 20:
J e.,/a /.a/f/o/ .a/a ,/,a}o.//,a}/./
o Jab o Osmin 2 )W) (B O Oy

Yang artinya: “... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi
mencari sebagian karunia Allah ”.

Ayat tersebut memiliki maksud bahwasanya seseorang
diperbolehkan untuk mencari rezeki di muka bumi serta mencari
karunia Allah SWT baik melalui berniaga atau lain sebagainya. Maka
dari itu Mudharabah dioerbolehkan dalam Islam karena Mudharabah
mengandung unsur tolong menolong yang bisa mendapatkan karunia
Allah.

Dasar hukum diperbolehkannya mudharabah juga terdapat dalam

Al-Qur’an yaitu, firman Allah dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10:

S 00

Al 1 9 ST3T all] Jrab o D1 5231 ga)m RS TYEXATR VW FCT R

Yang artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Pada dasarnya ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan

akad mudharabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti

10 Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., him. 176
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kegiatan ekonomi melalui mudharabah, dengan demikian ayat-ayat
tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum akad mudharabah.*
Melakukan mudharabah atau giradh adalah mubah. Dasar

hukumnya juga terdapat dalam beberapa hadits:

S bR A JU) 235 13) e e L G B o

WS a5 e A Uy By e U0y 0w el U
L Ty e A ol O3 AT S e 2B 0 06 i)
50
Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abas, bahwa Sayyidina Abas bin
Abdulmthsallib; jika memberikan dana ke mitra usahanya secara
mudharabah ia mensyaratkan supaya dananya tidak dibawa
mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli
ternak, jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan
bertanggungjawab, atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat
tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah memperbolehkannya. (HR.
Ibrahim).

Dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a.,

bahwasanya Rasulullah Saw. telah bersabda:

Jorl ) el 83 Lt S 106 L iy o Ay I T Of

SUU i D Ll s

Artinya: “Dari Shuhaib r.a., : “Bahwasanya Rasulullah Saw.
bersabda: “Ada tiga hal yang didalamnya berisi berkah, yaitu: “Jual
beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur

gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk
untuk dijual. ”*?

1 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah..., him. 152
2 1pid.,, him. 153
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Hadits diatas secara jelas menyinggung masalah mudharabah,
hanya saja menggunakan istilah mugaradah. Hadits ini juga kemudian
menjadi landasan diperbolehkannya mudharabah.

Mudharabah juga telah diatur dalam fatwa DSN MUI No.
07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
yang semakin memperkuat landasan hukum diperbolehkannya

mudharababh.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah
Agar mudharabah yang dijalankan sah maka terdapat rukun dan
syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan mudharabah. Dalam
buku Figh Muamalah Kontemporer disebutkan bahwa rukun
mudharabah ada empat, yaitu pemilik modal (shahibul mal), pelaku
usaha atau pengelola modal (mudharib), akad (agad) yang dilakukan
oleh pemilik modal dengan pengelola modal, modal (ra’sul mal), dan
keuntungan (al-ribh).1*

Sedangkan syarat sah mudharabah sangat berhubungan dengan

rukun-rukun mudharabah, diantaranya adalah:*
a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila
barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka

mudharabah tersebut batal.

13 Ibid.
4 1bid., him. 155

15 Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah antara Kajian Figh dan Penerapan
Perbankan”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 1, 2010, him. 79
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b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan
tasharruf, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan
orang yang dibawah kekuasaan orang lain, maka akad
mudharabahnya batal.

c. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan
laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuali
kesepakatan.

d. Presentase keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola
modal harus jelas.

e. Melafazkan ijab dan gabul.

Jika suatu akad mudharabah telah memenuhi rukun dan syarat
sebagaimana diatas, maka perlu berlaku hukum-hukum sebagai

berikut;1®

a. Modal di tangan pekerja atau pengelola harus amanah, dan seluruh
tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli.
Apabila terdapat keuntungan, status pekerja berubah menjadi
serikat dagang yang memiliki bagian modal ditangan pekerja atau
atau pengelola berstatus amanah dan seluruh tindakannya dari
keuntungan dagang.

b. Apabila akad ini berbentuk akad mudharabah muthlagah, pekerja

bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di

16 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), him. 188
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daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa
yang ia lakukan aandkan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi,
ia tidak boleh menghutangkan modal tersebut kepada orang lain dan
tidak diperbolehkan juga memudharabahkan modal tersebut kepada
orang lain.

c. Dalam akad mudharabah, pekerja berhak mendpatkan keuntungan
sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi yang sifatnya
nafkah pekerja selama akad mudharabah berlangsung, apakah
diambil dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat antara
ulama figh.

d. Jikakerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal
mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerja
sama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak
mendapatkan apa-apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad

tersebut dalam pelaksanaannya harus dipenuhi seluruhnya.

4. Jenis-jenis Mudharabah
Secara garis besar terdapat 2 jenis mudharabah, yaitu mudharabah
mutlagah dan mudharabah mugayyadah yang dapat dijabarkan sebagai
berikut:
a. Mudharabah mutlagah, merupakan kerjasama dimana pengelola
modal diberikan keleluasaan untuk mengelola dan menjalankan
usahanya. Pemilik modal tidak memberikan ketentuan terkait

jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.
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b. Mudharabah mugayyadah, merupakan kerjasama dimana
pemilik modal menentukan jenis usaha yang harus dijalankan
oleh pengelola modal. Oleh karena itu, pengelola modal harus
menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik
modal. Jenis usaha, jangka waktu usaha, lokasi dan juga tujuan
usaha harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan

oleh pemilik modal.t’

5. Berakhirnya Mudharabah

Mudharabah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:®

a. Tidak terpenuhi syarat sahnya mudharabah. Apabila salah satu
syarat-syarat sahnya mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan
mudharib telah menerima modal dan menjalankan usahanya, maka
dia berhak mendapatkan upah sewajarnya karena telah menjalankan
usahanya dengan izin pemilik modal dan melakukan pekerjaan
sehingga dia pantas mendapatkan upah. Keuntungan yang ada
menjadi milik pemilik modal dan kerugian menjadi tanggung jawab
pemilik modal karena dalam kondisi ini mudharib hanya berstatus
sebagai seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali

apabila kerugian disebabkan unsur kesengajaan oleh mudharib.

17 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah..., hlm. 134

18 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah Jilid 4 Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudin Al-
Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), him. 281



32

b. Mudharib lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu
yang bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya mudharabah.
Dalam hal ini, akad mudharabah menjadi batal dan mudharib
bertanggung jawab apabila harta hilang atau rusak karena dia yang
menyebabkan hilangnya harta tersebut.

c. Mudharib atau pemilik modal meninggal dunia. Jika salah satu dari
kedua orang yang mengadakan akad mudharabah meninggal dunia,

maka kerjasama mudharabah berakhir.

B. Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/1VV/2000
1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab Al-fatwa atau Al-futya yang
memiliki arti jawaban dari pertanyaan yang tidak ditemukan dalam
literatur Hukum. Fatwa juga diartikan sebagai penjelas dari beberapa
konsep pengambilan hukum. !® Fatwa merupakan pendapat atau
keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga
ataupun perorangan yang telah diakui otoritasnya, yakni mufti. Di
Indonesia telah dikenal adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia atau lebih

familiar disapa MUI. Jadi maksud dari fatwa adalah ketetapan atau

1% Ahmad Insya’ Ansori dan Moh. Ulumuddin, “Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga
Fatwa di Indonesia”, Jurnal Mahkamah STAIA Jombang, Vol. 5 No. 1, 2020, him. 39



33

keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang
dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai ijtihad-nya.?

Fatwa juga identik dengan ijtihad. Dalam pengertiannya ijtihad
merupakan pengerahan daya dan upaya intelektual muslim berdasarkan
Al-Qur’an dan Al-Hadits. Hasil ijtihad disebut al-ra’yu (pendapat atau
opini). Rasulullah dalam satu riwayat mempergunakan kata ijtihad
untuk menunjukan sikap dan tindakannya dalam menyelesaikan
berbagai hal yang tidak ada nashnya. Begitu pula dengan fatwa, tidak
termasuk nash Qath’i diartikan dengan penjelasan hukum Islam dari
pemberi fatwa yang tidak wajib diikuti. Dalam konteks ini pekerjaan

dalam memberikan fatwa hampir sama dengan ijtinad.?

2. Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa
Adapun beberapa landasan syariah dalam mengeluarkan fatwa

diantaranya yaitu sebagai berikut:??> (QS An Nisa 176)
sideg B K s K

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad,
mengenai maslah Kalalah), katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepada
kamu dalam perkara kalalah itu...”

Selain itu, Allah juga telah memerintahkan Rasulullah SAW

untuk memberikan fatwa kepada orang-orang yang bertanya

20 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus IImu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah,
2005), him. 52

2L Ahmad Insya’ Ansori dan Moh. Ulumuddin, “Kedudukan Fatwa MUL..., hlm. 39

22 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih..., him. 52
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kepadanya, seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat an-Nisa

ayat 127:
e S o . A "‘—“' 2 osve oL %s G . ) Tes o ol
ity B eI DB Al Sk bed B R oSSR

Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu (Wahai Muhammad),
mengenai (hak dan kewajiban) kaum perempuan. Katakanlah olehmu:
‘Allah memberi fatwa kepada kamu mengenai mereka...””

3. Rukun Fatwa

Adapun rukun-rukun fatwa adalah sebagai berikut:%

a. Usaha memberikan penjelasan yang ifta’

b. Orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap orang yang
bertanya disebut mufti.

c. Orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah
mengetahuinya disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum
suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi, disebut sebagai mustafti.

d. Materi jawaban hukum syara’ yang disampaikan oleh mufti kepada

mustafti disebut sebagai fatwa.

4. Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/1VV/2000
Dalam menjalankan kegiatan usaha fatwa DSN harus dijadikan
patokan yang dilakukan oleh perbankan syari“ah atau lembaga
keuangan syariah lainnya. Dewan Syari“ah Nasional itu sendiri yaitu
beberapa kumpulan ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang

kehalalan suatu produk yang dikeluarkan lembaga keungan syari“ah.

23 Mardani, Ushul Figh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 375
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Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, menjelaskan

mengenai aturan-aturan atau petunjuk yang harus di patuhi oleh

Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan pembiayaan

Mudharabah sebagai berikut:

a. Ketentuan Pembiayaan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib
atau pengelola usaha.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak
ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan

kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
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8)

9)
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Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,
LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad.

Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan
fatwa DSN.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban

atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib

berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

. Rukun dan Syarat

1)

2)

3)

Penyedia dana (Sahibul Maal) dan pengelola (Mudharib) harus
cakap hukum.

Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad). Akad dituangkan secara tertulis, melalui
korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi
modern.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh

penyedia dana kepada Mudharib untuk tujuan usaha dengan
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syarat diketahui jumlah dan jenisnya, berbentuk uang atau
barang yang dinilai, jika dalam bentuk asset maka aset tersebut
harus dinilai pada waktu akad, tidak berbentuk piutang dan harus
dibayarkan kepada Mudharib baik secara bertahap maupun
tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan harus diperuntukkan
bagi kedua pihak, bagian keuntungan proporsional harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai
kesepakatan, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan,
penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
Mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian,
atau pelanggaran kesepakatan.
Kegiatan usaha oleh pengelola (Mudharib), sebagai
perimbangan (mugabil) modal yang disediakan oleh penyedia
dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif Mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak

untuk melakukan pengawasan.
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b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam
dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah,
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas
itu.

c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3) Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali
akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.?*

2 Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh)
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GAMBARAN UMUM BMT YAQAWIYYU CABANG MRANGGEN DAN

PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Gambaran Umum BMT Yagawiyyu Cabang Mranggen

1. Profil BMT Yagawiyyu

Informasi mengenai lembaga:!

Nama Lembaga

Kantor Pusat
Kantor Cab. Mranggen :
Status Badan Hukum

Dasar Hukum

Nomor Akta Pendirian :

Nomor SIUP Mikro

: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah (KSSPS) Baitul Mal wat Tamwil

(BMT) Yagawiyyu

: JI. Pasar Gabus Jatinom Klaten

JI. Pasar Mranggen Jatinom Klaten

: Koperasi Syariah

: Kep. MENKOP dan UKM RI No.

00075/BH/KDK11.24/IV/1999 Tanggal 24
April 1999

00075/BH/KDK11.24/1\/1999

: 026/TD-SISPK/XIV.14/X1/2019

1 Company Profile, dikutip dari https://bmtyagawiyyu.com diakses 15 Juni 2022
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2. Visi dan Misi BMT Yagawiyyu

a. Visi BMT Yagawiyyu

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, mandiri,

modern dan sejahtera.?

Misi BMT Yagawiyyu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melembagakan sistem muamalah berdasarkan prinsip-prinsip
syariah dengan meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada
anggota dan masyarakat secara lebih intensif dan massif.
Meningkatkan profesionalitas SDI dalam pelayanan terhadap
anggota dan masyarakat khususnya kepada ekonomi kecil dan
mikro.

Meningkatkan kemampuan lembaga pada sektor permodalan
dan equitas sehingga dapat selaras dengan perkembangan
keuangan BMT Yagawiyyu.

Meningkatkan kemampuan dibidang IT, sarana dan prasarana
untuk menunjang pelayanan prima dan operasional BMT
Yagawiyyu.

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait baik
swasta maupun pemerintah.

Mengoptimalkan pengelolaan Baitul Maal untuk pengembangan

dakwah Islam.?

2 BMT Yaqawiyyu, dikutip dari https:/bmtyagawiyyu.com, diakses 15 Juni 2022

3 Ibid.
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3. Budaya Kerja BMT Yagawiyyu
BMT Yagawiyyu sebagai lembaga keuangan syariah menetapkan
budaya kerja yang berdasarkan pada prinsip syariah:*

a. Shidig, menjaga itegritas diri dengan senantiasa menjaga kebersihan
hati, berkata sesuai dengan kenyataan, jernih dalam berpikir, serta
mampu menjadi teladan.

b. Amanah, dapat dipercaya, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

c. Fathonah, cerdas, terampil, profesionalisme dan penuh dengan
inovasi.

d. Tabligh, mampu  berkomunikasi  dengan transparansi,

pendampingan dan pemberdayaan yang adil.

5. Struktur Organisasi BMT Yagawiyyu
Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dimana sebuah
organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukan kerangka sususan
perwujudan pola terhadap hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian
maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan, wewenang, tugas,

dan tanggung yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Struktur kepengurursan organisasi dibuat berdasarkan fungsi serta
tugas masing-masing pengelola dengan koordinator yang bertanggung

jawab langsung kepada manajer.

4 Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB



Berikut merupakan bagan struktur organisasi BMT Yagawiyyu:

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi BMT Yagawiyyu secara Umum
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Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
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6. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi BMT Yagawiyyu®

a.

Manajer Cabang
Manajer cabang memiliki tugas untuk mengawasi dan

koordinasi kerja, memonitoring pelaksanaan program dari pusat,
pengembangan pelayanan dan produk, melakukan observasi dan
evaluasi mengenai kinerja para karyawan, serta memberikan solusi
dari permasalahan yang ada,
Admin/Customer Service

Admin/Customer  Service meiliki tugas melakukan
pemeriksaan laporan transaksi, memeriksa dan mengesahkan
laporan rencana kerja dan laporan keuangan, menandatangani buku
simpanan, dan menanggapi keluhan dari anggota.
Marketing AO/FO

Marketing AO dan FO memiliki tugas untuk melakukan
perencanaan dan evaluasi target funding dan lending, melaksanakan
rapat komite, memberikan persetujuan pembiayaan dan laporan
bulanan, notulasi saat rapat bersama komite, memberikan
persetujuan dropping pembiayaan, serta bertugas untuk mencari
nasabah baru dan memperkenalkan produk-produk BMT
Yagawiyyu dan mempromosikan baik pembiayaan maupun

simpanan yang terdapat pada BMT Yagawiyyu.

® Ibid.
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d. Teller/Kasir
Teller atau kasir memiliki tugas untuk melakukan
perhitungan dan pengesahan laporan, melakukan pemeriksaan dan
pengesahan laporan rekapitulasi kas, menerima setoran tunai dari

anggota, dan melakukan koordinasi terkait pembiayaan.

7. Produk-produk BMT Yagawiyyu
BMT Yagawiyyu pada dasarnya menyelenggarakan usaha seperti
halnya lembaga keuangan syariah yang lain, seperti usaha simpan
pinjam, pembiayaan dan juga layanan ZIS.
a. Pembiayaan
Jenis-jenis pembiayaan yang terdapat pada BMT Yagawiyyu yaitu:®
1) Mudharabah
Merupakan Kkerjasama usaha/perniagaan antara BMT
Yagawiyyu sebagai pihak yang menyediakan dana sepenuhnya
yaitu 100% dengan pihak pengelola modal, untuk diusahakan
dengan porsi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil
yang disepakati dimuka. Sedangkan apabila terdapat kerugian
akan ditanggung BMT Yagawiyyu, kecuali jika ditemukan
kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana.

2) Musyarakah

6 BMT Yagawiyyu Produk dan Layanan, dikutip dari https://bmtyagawiyyu.com, diakses
15 Juni 2022
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3)

4)

5)
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Merupakan kerjasama perniagaan antara BMT Yagawiyyu
dengan Mitra Usaha, yang masing-masing memberikan modal
dalam pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh dibagi
berdasarkan proporsi penyertaan modal atau berdasarkan
kesepakatan bersama diawal.

Murabahah

Merupakan jual beli barang pada harga asal (harga
perolehan) dengan ditambah keuntungan (margin) yang
disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
Adapun cara pembayaran dan jangka waktu pembayarannya
disepakati bersama.
ljarah

Merupakan pembiayaan dengan prinsip sewa terhadap
barang atau jasa dimana anggota melakukan pembayaran sewa
secara angsuran atau jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.
Qordh

Merupakan pinjaman yang diberikan untuk kebajikan,
dimana pihak BMT Yagawiyyu tidak mengambil keuntungan,

peminjam hanya mengembalikan pinjaman pokok saja.

Simpanan

Jenis-jenis simpanan yang terdapat pada BMT Yagawiyyu yaitu:’

1)

Simpanan Mudharabah Biasa

7 Ibid.
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3)

4)
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Merupakan simpanan yang penyetoran serta penarikannya
dapat dilakukan setiap saat ketika kantor kas buka dengan
setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan selanjutnya minimal Rp.
5000,-

Simpanan Mudharabah Berjangka

Merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu yang
dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah dengan setoran awal
minimal Rp. 1.000.000,- dan selanjutnya minimal kelipatan Rp.
500.000,- dengan jangka waktu antara lain:

3 bulan dengan nisbah bagi hasil BMT 60 : Penyimpan 40
6 bulan dengan nisbah bagi hasil BMT 55 : Penyimpan 45
12 bulan dengan nisbah bagi hasil BMT 50 : Penyimpan 50
Simpanan Haji dan Umroh (SIHAJROH)

Merupakan simpanan yang dialokasikan untuk menunaikan
ibadah haji dan umroh. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat
ketika kantor kas buka, tetapi penarikannya hanya dapat
dilakukan untuk keperluan ibadah haji dan umroh, dengan
setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan selanjutnya minimal Rp.
25.000,-

Simpanan Qurban (SIQURBA)

Merupakan simpanan yang dialokasikan untuk menunaikan

ibadah qurban. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat ketika

kantor kas buka, tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan
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untuk keperluan ibadah qurban, dengan setoran awal minimal
Rp. 50.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 25.000,-
5) Simpanan Pendidikan (SIDIK)

Merupakan simpanan untuk kebutuhan pendidikan.
Penyetoran dapat dilakukan setiap saat ketika kantor kas buka,
tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan untuk keperluan
pendidikan, dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan
selanjutnya minimal Rp. 25.000,-

6) Simpanan Hari Raya (SIHARA)

Merupakan simpanan untuk memenuhi kebutuhan dihari
raya. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat ketika kantor kas
buka, tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang
lebaran, dengan setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan

selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

B. Pembiayaan Mudharabah pada BMT Yagawiyyu Cabang Mranggen
Mudharabah merupakan kerjasama dengan modal seluruhnya dari
pihak BMT, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan di angka 30 : 70. Dengan
pembagian 30 untuk anggota dan 70 untuk pihak BMT. Metode bagi hasil
yang digunakan BMT Yagawiyyu yaitu metode revenue sharing.? Dalam

pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen ini

8 Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB
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biasanya anggota menggunakan modal yang diperoleh dari pembiayaan

untuk modal usaha.®

Adapun syarat-syarat pembiayaan mudharabah pada BMT

Yagawiyyu cabang Mranggen yakni sebagai berikut:

1. Syarat-syarat administrasi meliputi:

a.

g.
h.

Fotokopi KTP suami istri atau fotokopi KTP orang tua bagi yang
belum menikah.

Fotokopi KK (Kartu Keluarga).

Fotokopi surat nikah.

Fotokopi legalitas atau perizinan usaha (jika sudah memiliki
perizinan usaha).

Fotokopi rekening (listrik, PAM, telfon).

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) apabila sudah
mempunyai.

Menyerahkan surat keadaan keuangan sederhana.

Peta lokasi tempat tinggal dan tempat usaha.

2. Menyerahkan jaminan bisa barang bergerak dan barang tidak bergerak,

bisa seperti BPKP mobil atau motor, atau bisa juga menggunakan

Sertifikat Hak Milik (SHM).

® Khoirul Ardi, Marketing BMT Yagawiyyu, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2022, Pukul

09.30-10.30 WIB

10 Prosedur Operasional BMT Yagawiyyu



49

3. Surat kuasa dari pemilik barang jaminan apabila barang jaminan bukan
milik sendiri.

4. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disetujui oleh suami/istri.

Proses pemberian pembiayaan mudharabah secara umum apabila
berkas sudah lengkap maka akan dilanjutkan dengan survei untuk
mengetahui karakter dari anggota yang mengajukan pembiayaan,
dilanjutkan proses analisis yang dirapatkan bersama dengan komite, dan
apabila pembiayaan disetujui maka akan dilakukan musyawarah dengan
anggota terkait dengan nominal pembiayaan dan yang dapat dicairkan serta
nisbah bagi hasil bagi anggota dan pihak BMT, setelah disepakati nisbah
bagi hasil antar pihak selanjutnya penandatanganan akad atau perjanjian
antara kedua belah pihak atas pencairan pembiayaan serta proses

pengawasan dan pengelolaan pembiayaan tersebut.!

Dalam proses pelaksanaan pemberian pembiayaan mudharabah harus

memenuhi prosedur sebagai berikut:?

1. Account Officer akan memberikan informasi terkait jenis dan konsep
pembiayaan kepada anggota, baik tentang tata cara pengajuan
pembiayaan serta syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan
pembiayaan. AO juga akan mewawancarai anggota yang hendak

mengajukan pembiayaan terkait dengan kondisi usaha anggota,

11 Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

12 Prosedur Pembiayaan BMT Yagawiyyu
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menyangkut besar pembiayaan yang diajukan, tujuan dari penggunaan

pembiayaan, lokasi usaha, jaminan, dan kelengkapan surat-surat

legalitas yang dimiliki.

Anggota selanjutnya mengisi formulir permohonan pengajuan

pembiayaan mudharabah yang harus disetujui oleh suami/istri dan

ditandatangani oleh pemohon dengan melengkapi syarat-syarat
administrasi.

Selanjutnya Admin/CS akan menganalisis anggota baik dari segi

yuridis maupun kelengkapan perizinan usaha, dan kelayakan jaminan

yang diajukan oleh anggota. Hasil analisis akan disampaikan kepada

AO dan berdasarkan informasi tersebut akan dipresentasikan dalam

rapat bersama komite.

Dalam melakukan analisis mengenai anggota, pihak BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen melihat beberapa kriteria dalam
pemberian pembiayaan, meliputi:

a. Character, merupakan sifat atau watak dari anggota baik itu dalam
kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkungan disekitar tempat
usahanya.

b. Capacity, merupakan jumlah dana milik sendiri atau milik anggota.

c. Capital, merupakan kemampuan anggota dalam menjalankan dan
mengelola usahanya untuk memperoleh keuntungan.

d. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan oleh anggota untuk

pembiayaan yang diterimanya.
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e. Condition of economics, merupakan kondisi ekonomi, sosial, politik
dan budaya yang mempengaruhi kelancaran usaha anggota.

f. Contrains, merupakan batasan dan hambatan yang tidak
memungkinkan suatu usaha dapat berjalan pada suatu tempat
tertentu.

4. Setelah dipresentasikan dengan pihak pihak komite, maka pihak komite
akan menentukan keputusan, jika anggota dianggap tidak layak maka
permohonan pengajuan pembiayaan tidak disetujui dan dokumen akan
dikembalikan kepada anggota dan AO akan menyiapkan surat
penolakan permohonan pengajuan pembiayaan kepada anggota.
Apabila permohonan pengajuan pembiayaan dianggap layak dan
memenuhi kriteria maka pihak komite akan memberikan menyetujui
permohonan pengajuan pembiayaan dan memberikan inforasi terkait
dengan jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan, nisbah bagi hasil,
jangka waktu kerja sama dan persyaratan lain yang harus dilengkapi
oleh anggota.

5. Selanjutnya berdasarkan persetujuan komite, AO akan mengirimkan
surat persetujuan pembiayaan mudharabah kepada anggota. Setelah
surat diterima oleh anggota, apabila anggota menyetujui maka akan
menyiapkan kelengkapan dokumen untuk akad pembiayaan.

6. Bagian admin selanjutnya akan menyiapkan akad mudharabah, yaitu

perjanjian bagi hasil antara BMT Yagawiyyu dengan anggota.
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7. Setelah akad telah terlaksana admin akan memberikan informasi
kepada AO, dan AO dapat menyetujui dilaksanakannya pencairan dana
dari BMT Yagawiyyu kepada anggota.

8. Setelah dana diterima maka anggota akan melampirkan surat tanda
terima uang.

9. Selama pembiayaan berjalan maka AO juga bertanggung jawab untuk
memonitoring perkembangan usaha dan pendapatan serta biaya yang
dikeluarkan.

10. Selama usahanya berjalan maka anggota akan melakukan pembayaran
bagi hasil kepada BMT Yagawiyyu sesuai dengan nisbah yang telah
disepakati, dan pembayaran pokok dilakukan pada akhir periode
selesainya pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan pada prosedur di atas maka dapat dipahami bahwa
kondisi usaha anggota mempengaruhi keputusan layak atau tidaknya
seorang anggota disetujui pembiayaannya. Besarnya jumlah pembiayaan
yang diajukan juga mempengaruhi persetujuan pembiayaan, dikarenakan
apabila jumlah pengajuan pembiayaan lebih dari 30 juta maka harus

dirapatkan dengan kantor pusat.*®

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu

cabang Mranggen, apabila anggota disetujui pembiayaannya maka manajer

13 Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB
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cabang atau yang menjadi wakilnya menyampaikan isi pokok pembiayaan
secara detail kepada anggota yang meliputi penjelasan terkait jenis
pembiayaan mudharabah, jumlah pembiayaan yang disetujui, jangka waktu
pembiayaan serta tatacara pengembalian dana, besaran nisbah bagi hasil
dan ketentuan apabila terjadi sengketa atau wanprestasi serta biaya
administrasi. Kemudian apabila anggota merasa keberatan atau belum
sepakat dengan ketentuan pihak BMT maka dilakukan tawar-menawar
antara kedua belah pihak sampai dengan keduanya sepakat, akan tetapi
dalam hal ini meskipun dilakukan proses tawar-menawar keputusan tetap
berada pada prosedur pembiayaan di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
dikarenakan prosedur atau aturan yang ada merupakan aturan yang

mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.4

Apabila anggota menyetujui dengan ketentuan BMT maka anggota
sudah sepakat dengan semua ketentuan dan prosedur yang terdapat pada
BMT Yagawiyyu cabang Mranggen, setelahnya dilakukan akad (ijab dan
gabul) serta penandatanganan kontrak pembiayaan. Setelah akad
dilaksanakan maka pembiayaan dapat dicairkan. Dalam pembiayaan
mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen hanya dapat

memberikan pembiayaan dalam bentuk uang tunai saja.’®

Dalam satu tahun terakhir jumlah anggota pembiayaan Mudharabah

pada BMT Yagawiyyu berjumlah 7 orang. Terdapat beberapa faktor yang

14 Prosedur Pembiayaan BMT Yagawiyyu Cabang Mranggen
5 bid.
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menjadi alasan kurang diminatinya pembiayaan mudharabah selain
memiliki resiko yang cukup tinggi, pemahaman terkait pembiayaan
mudharabah yang masih sangat kurang dikarenakan proses pembiayaan,
syarat-syarat, serta perhitungannya lebih kompleks apabila dibandingkan
dengan pembiayaan lainnya, dan masyarakat juga lebih memilih untuk
mengajukan pembiayaan yang bersifat konsumtif.'® Dalam penelitian ini
penulis melakukan wawancara bersama 3 anggota pembiayaan
mudharabah, dikarenakan satu dan lain hal maka tidak semua anggota dapat
diwawancai untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan pembiayaan

mudharabah yang dilakukannya.

Model pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu
menggunakan model pembiayaan plafon atau rekening koran. Besar
kecilnya jumlah pembiayaan yang diajukan masing-masing anggotanya
berbeda-beda sesuai dengan keperluan masing-masing anggota. Jumlah
pengajuan pembiayaan mudharabah terendah yakni sebesar Rp. 3.500.000
yang diajukan untuk pembiayaan modal usaha sayur keliling, dan
pembiayaan mudharabah tertinggi bisa mencapai Rp. 300.000.000 yang
diajukan untuk pembiayaan jual beli mobil, namun dengan analisis terlebih
dahulu sebelum pemberian pembiayaan untuk menghindari risiko

pembiayaan.’

16 Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

7 Prosedur Pembiayaan BMT Yaqawiyyu Cabang Mranggen
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Berkaitan dengan jumlah nominal pembiayaan yang dapat dicairkan,
pihak kantor pusat sudah memberikan ketentuan, bahwa nominal
pembiayaan yang dapat dicairkan tergantung dengan jaminan yang
digunakan dalam pengajuan pembiayaan. Apabila jaminan yang digunakan
merupakan barang bergerak maka nominal pencairan maksimal 60% dari
jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, misalnya dalam pengajuan
pembiayaan mengajukan sebesar 10 juta maka maksimal pencairan
pembiayaan adalah 60% dari 10 juta yaitu 6 juta rupiah. Sedangkan apabila
jaminan yang digunakan merupakan barang tidak bergerak misalnya seperti

SHM nominal pencairan bisa mencapai 80%-90% dari nilai jaminan.

Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan diakhir periode
pembiayaan. Dalam hal bagi hasil, BMT Yagawiyyu menggunakan metode
revenue sharing, yaitu bagi hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang
diperoleh oleh pengelola dana (mudharib) sebelum dikurangi dengan

biaya-biaya lain (pendapatan kotor).®

Dengan berjalannya pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen yang dilakukan oleh anggota maka pihak BMT berhak
mendapatkan bagi hasil dari usaha anggota. Bagi hasil pada pembiayaan
mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen ditetapkam
berdasarkan pendapatan usaha anggota dengan nisbah bagi hasil yang

sudah disepakati. Dalam penetapan bagi hasil meskipun menggunakan

18 Khoirul Ardi, Marketing BMT Yagawiyyu, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2022, Pukul
09.30-10.30 WIB
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proses tawar-menawar akan tetapi besaran nisbah bagi hasil tetap mengikuti
ketentuan prosedur pembiayaan. Nisbah bagi hasil menurut ketentuan
prosedur pembiayaan mudharabah berada di angka 30:70. Bagi hasil untuk
anggota 30% dan bagi hasil untuk pihak BMT 70%. Namun dalam
beberapa hal pihak BMT dapat saja mengajukan penawaran berbeda kepada
anggota dengan berbagai macam pertimbangan sehingga tidak asal

menyetujui permintaan anggota.*®

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota pembiayaan
mudharabah Ibu Marinten, beliau mengajukan pembiayaan mudharabah
untuk modal berjualan sayur keliling. Beliau mengajukan pembiayaan
dengan jumlah Rp. 4.000.000,00 dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) motor milik lbu Marinten sendiri. Pihak BMT
menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut dengan pencairan dana sebasar
Rp. 3.500.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan. Pihak BMT memberikan
nisbah bagi hasil 30:70, namun menurut ibu Marinten pembagian 30%
terlalu rendah ibu Marinten mengajukan penawaran yang lebih tinggi
sebesar 40:60. Tetapi pihak BMT tidak bersedia menyetujui pengajuan
tersebut, dan tetap pada prosedur pembiayaan yang ada di BMT Yagawiyyu

cabang Mranggen, dikarenakan ibu Marinten sangat membutuhkan modal

19 Ibid.



57

tersebut maka ibu Marinten meyetujui dan sepakat dengan nisbah bagi hasil

yang telah diberikan oleh pihak BMT sebesar 30:70.2°

Dari usaha sayur keliling yang dijalankan oleh ibu Marinten, dalam
satu harinya biasanya ibu Marinten bisa memperoleh pendapatan sekitar
Rp. 200.000,00 sampai Rp. 250.000,00. Pendapatan tersebut diambil
setelah dikurangi modal untuk kulakan keesokan harinya. Pendapatan
perharinya dibuatkan catatan oleh ibu Marinten untuk pelaporan kepada
BMT Yagawiyyu cabang Mranggen. Dalam satu bulan apabila dihitung
dari pendapatan setelah dikurangi biaya modal untuk kulakan setiap
harinya, ibu Marinten bisa mendapatkan pendapatan kurang lebih sebesar
Rp. 5.000.000,00. Akumulasi pendapatan tersebut yang dibagi dengan

pihak BMT sesuai dengan kesepakatan.?*

Adapun perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah berdasarkan

keterangan dari anggota diatas yaitu sebagai berikut:

Jumlah modal yang diberikan kepada anggota = Rp. 3.500.000,00
Kisaran pendapatan dalam satu bulan = Rp. 5.000.000,00

Bagi hasil 1 = Rp. 5.000.000,00 x 30%

= Rp. 1.500.000,00

20 Marinten, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara Pribadi, 23 Maret 2022,
Pukul 14.30-15.30 WIB

2L |bid.
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Bagi hasil 2 = Rp. 5.000.000,00 x 70%
= Rp. 3.500.000,00

Dalam ketentuan jenis usaha pada dasarnya BMT Yagawiyyu tidak
memberikan ketentuan Khusus terkait usaha annggota yang baru saja
berjalan ataupun sudah berjalan, akan tetapi pembiayaan disetujui apabila
jenis usahanya sudah ditetapkan pada saat akad (kontrak). Dengan arti lain
pada saat berjalannya pembiayaan, anggota tidak diperbolehkan untuk
mengganti jenis usaha. Jadi untuk jenis usaha harus sesuai dengan yang

sudah disepakati pada saat akad (kontrak).??

Dalam pembiayaan mudharabah ini dikenakan jaminan untuk
menghindari penyimpangan dan hal-hal yang bersifat merugikan pihak
BMT, dalam ketentuan jaminan disini apabila jaminan yang digunakan
anggota merupakan barang bergerak maka presentase pencairan
pembiayaan maksimal 60% dari jumlah yang diajukan oleh anggota,
sedangkan apabila jaminan yang digunakan merupakan barang tidak
bergerak pencairan pembiayaan bisa mencapai 80% sampai dengan 90%

dari jumlah yang diajukan anggota.?®

Sama halnya dengan ibu Marinten, bapak Masguri juga mengeluhkan

terkait jumlah pembiayaan yang tidak dapat cair 100% sesuai dengan yang

22 Khoirul Ardi, Marketing BMT Yagawiyyu, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2022, Pukul
09.30-10.30 WIB
2 |bid.
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diajukan, begitu pula dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan kepada
anggota yang sangat rendah menurutnya?*. Dalam hal ini pak Masguri juga
melakukan tawar-menawar pada pihak BMT untuk menaikkan nisbah bagi
hasil untuk anggota agar lebih tinggi lagi, namun pihak BMT sudah
memiliki prosedur terkait nisbah bagi hasil yang tidak dapat dirubah kecuali

dengan alasan tertentu dan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam nisbah bagi hasil setiap anggota mempunyai presentase nisbah
bagi hasil masing-masing sesuai dengan kesepakatan pada awal
pembiayaan. Menurut hasil wawancara dengan salah satu anggota
pembiayaan Mudharabah yang mendapatkan nisbah bagi hasil lebih tinggi
daripada anggota yang lainnya yaitu Bapak Bambang, beliau mengajukan
pembiayaan mudharabah dengan nominal Rp. 250.000.000,00 untuk usaha
jual beli mobil miliknya. Pak Bambang menyatakan bahwa beliau
mendapatkan nisbah bagi hasil 40% dari pembiayaan Mudharabah
tersebut. Beliau melakukan tawar menawar dengan pihak BMT Yagawiyyu
yang awalnya memang memberikan ketentuan bagi hasil 30:70 akan tetapi
dikarenakan pembiayaan yang diajukan cukup tinggi maka jika pak
Bambang menyetujui nisbah bagi hasil tersebut beliau akan beresiko untuk

menombok dalam biaya operasional usahanya. Maka dari itu beliau

24 Marsguri, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara Pribadi, 21 Maret 2022,
Pukul 13.30-14.30 WIB
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mengajukan penawaran dan disetujui oleh pihak BMT dengan bagi hasil

40% untuk pak Bambang dan 60% untuk pihak BMT Yagawiyyu.?®

Dalam tawar menawar yang dilakukan oleh pak Bambang dengan
pihak BMT, peneliti melihat langsung proses tawar menawar nisbah bagi
hasil untuk pembiayaan mudharabah yang diajukan pak Bambang,
menurut pak Akhmad selaku manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
beliau menyetujui nisbah bagi hasil 40:60 untuk pembiayaan mudharabah
pak Bambang dikarenakan dalam proses pembiayaan mudharabah yang
dilakukan pak Bambang memiliki catatan pembiayaan yang baik dan lancar
tidak ada kendala, tidak terdapat angsuran yang macet dan lain sebagainya,
sehingga pihak BMT Yagawiyyu sudah mempercayai bahwa pak Bambang

adalah anggota yang amanah.2®

Berdasarkan penjelasan dari beberapa anggota tersebut dapat
dikatakan bahwa BMT Yagawiyyu dalam hal penetapan nisbah bagi hasil
antar setiap anggota dapat berbeda-beda, tergantung pada karakter anggota
dan nominal pembiayaan yang diajukan serta jangka waktu pembiayaan.
Karakter dari anggota merupakan salah satu kriteria penting diterima atau

tidaknya pengajuan pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu.?’

% Bambang Nurdiansyah, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara Pribadi, 22
Maret 2022, pukul 15.30-16.15 WIB

% Akhmad Mukhlisin  Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 22 Maret 2022, Pukul 15.30-16.15 WIB

27 |bid.
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Dalam hal keterlambatan angsuran, pihak BMT Yagawiyyu tidak
memberlakukan denda. Apabila waktu keterlambatan angsuran masih
dalam hitungan hari maka pihak BMT akan memberikan informasi
langsung kepada anggota terkait keterlambatan angsuran, namun apabila
keterlambatan angsuran sudah terhitung bulan maka pihak BMT akan
memberikan surat peringatan kepada anggota. Apabila anggota tidak
menanggapi dengan baik peringatan yang diberikan maka pembiayaannya

akan dicabut dan dimasukan kedalam daftar pembiayaan macet.?®

Keterlambatan angsuran biasanya disebabkan oleh kendala usaha
yang dialami oleh anggota, seperti halnya ibu Marinten yang sempat
mengalami macet angsuran dikarenakan bahan sayur dipasar mengalami
kenaikan harga sehingga pendapatan yang didapatkan dalam perharinya
mepet dan mengalami keterlambatan angsuran bagi hasil. Dalam pelunasan
pokok pembiayaan Ibu Marinten juga baru dapat melunasi pokok
pembiayaan setelah jangka waktu pembiayaan selesai.?® Begitu juga
dengan salah satu anggota pembiayaan mudharabah ternak kambing, pak
Ngatemin yang mengalami musibah dalam pemeliharaan kambing
ternaknya sehingga terdapat kambing yang mati dikarenakan sakit. Pihak
BMT pun harus siap menanggung resiko kerugian tersebut sesuai dengan

kesepakatan akad bahwa apabila terjadi kerugian maka ditanggung

28 Prosedur Pembiayaan BMT Yagawiyyu Cabang Mranggen

2 Marinten, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara Pribadi, 23 Maret 2022,
Pukul 14.30-15.30 WIB
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sepenuhnya oleh pihak BMT. Apabila terdapat kerugian atau pembiayaan
yang macet maka akan dibuatkan catatan sendiri dan dipisahkan dari

pembiayaan yang masih aktif.>°

Dalam pelaksanaan pembiayaan Mudharabah di BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen, baik pihak BMT maupun anggota memiliki hak dan

kewajiban masing-masing sebagai berikut:*!

1. Hak dan kewajiban BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
a. Hak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
1) Pihak BMT berhak mendapatkan bagi hasil usaha dari anggota
pembiayaan Mudharababh.
2) Pihak BMT berhak melakukan pengawasan terhadap
berjalannya usaha anggota pembiayaan Mudharabah
b. Kewajiban BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
1) Memberikan modal sepenuhnya sesuai dengan yang telah
disepakati kepada anggota yang disetujui pembiayaannya.
2) Memberikan proses pembiayaan yang sah dan legal.
2. Hak dan kewajiban anggota pembiayaan Mudharabah

a. Hak anggota pembiayaan Mudharabah

30 Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB

3L Anifah, Customer Service BMT Yagawiyyu, Wawancara Pribadi, 21 Juni 2022, Pukul
09.00-10.00 WIB
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1) Mendapatkan modal sepenuhnya sesuai dengan yang telah
disepakati dari BMT Yagawiyyu cabang Mranggen.

2) Anggota berhak mengelola usahanya sesuai dengan
kesepakatan.

Kewajiban anggota pembiayaan Mudharabah

1) Anggota wajib menggunakan modal dari pembiayaan
Mudharabah untuk usahanya sesuai dengan kesepakatan.

2) Anggota wajib memberikan bagi hasil usaha kepada BMT

Yagawiyyu cabang Mranggen sesuai dengan yang disepakati.

Dalam setiap kesepakatan kerjasama usaha dan ketika usaha tersebut

sudah berjalan, maka setiap pihak yang melakukan kerjasama tidak

menginginkan adanya wanprestasi atau sengketa dalam pelaksanaan

kerjasama, baik yang dilakukan oleh pihak BMT Yagawiyyu maupun oleh

pihak anggota. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak

dalam hal ini pihak BMT Yagawiyyu dan anggota sepakat untuk

menyelesaikan permasalahan melalui prosedur yang berlaku pada BMT

Yagawiyyu. Apabila belum ditemukan jalan keluar dan tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah, maka kedua pihak sepakat untuk

menyelesaikan melalui jalur hukum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.*?

32 |bid.



BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT

YAQAWIYYU CABANG MRANGGEN DALAM PERSPEKTIF FATWA

DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/1V/2000 TENTANG PEMBIAYAAN

MUDHARABAH (QIRADH)

A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Yagawiyyu
Cabang Mranggen

Salah satu fungsi dari Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan
suatu kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kualitas usaha menengah dan mikro, terutama dalam
menunjang pembiayaan ekonomi. ! Pembiayaan sendiri merupakan
penyaluran dana yang dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk
Mudharabah dan Musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk
ijarah atau sewa beli, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam dan istishna’.2

Dalam melakukan pembiayaan di BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen khususnya untuk pembiayaan Mudharabah maka harus menjadi

anggota BMT terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan pembiayaan

! Nurul Huda, dkk, Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis, (Jakarta: Amzah,

2016), him. 37

2 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2019), him. 45
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Mudharabah dan kemudian mengajukan pembiayaan dengan melengkapi
persyaratan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:*
1. Syarat-syarat administrasi meliputi:

i. Fotokopi KTP suami istri atau fotokopi KTP orang tua bagi yang
belum menikah.

J. Fotokopi KK (Kartu Keluarga).

k. Fotokopi surat nikah.

I. Fotokopi legalitas atau perizinan usaha (jika sudah memiliki
perizinan usaha).

m. Fotokopi rekening (listrik, PAM, telfon).

n. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) apabila sudah
mempunyai.

0. Menyerahkan surat keadaan keuangan sederhana.

p. Peta lokasi tempat tinggal dan tempat usaha.

2. Menyerahkan jaminan bisa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
3. Surat kuasa dari pemilik barang jaminan apabila barang jaminan bukan

milik sendiri.

Setelah persyaratan sudah dilengkapi nasabah akan diminta untuk
mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan mudharabah, apabila

formulir sudah diisi dan tidak ada masalah dalam kelengkapan persyaratan

3 Prosedur Operasional BMT Yagawiyyu
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administratif, selanjutnya pihak BMT Yagawiyyu akan menindaklanjuti

permohonan pengajuan pembiayaan Mudharabah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan Mudharabah di BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen, berdasarkan keterangan dari customer service, anggota
harus datang langsung ke kantor BMT Yagawiyyu cabang Mranggen untuk
pengajuan dan melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan
ketentuan BMT, selanjutnya pihak BMT akan melakukan musyawarah
dengan anggota terkait besarnya nominal pembiayaan yang diajukan dan
berapa nominal pembiayaan yang dapat dicairkan dengan memperhatikan
hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian pihak BMT akan
memberikan informasi terkait mekanisme pembiayaan, besaran nisbah bagi
hasil, untuk bagi hasil pihak BMT melakukan tawar-menawar dengan
anggota, setelah disepakati bagi hasil bagi masing-masing pihak selanjutnya
pihak BMT akan melakukan akad (kontrak) pembiayaan Mudharabah yang

dilaksanakan di kantor BMT Yagawiyyu cabang Mranggen.*

Akad pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen manajer atau yang menjadi wakilnya menyampaikan isi pokok
pembiayaan yang meliputi: penjelasan terkait jenis pembiayaan
mudharabah, jumlah pembiayaan yang disetujui, jangka waktu pembiayaan
serta tatacara pengembalian dana, besaran nisbah bagi hasil dan ketentuan

apabila terjadi sengketa atau wanprestasi serta biaya administrasi. Apabila

4 Anifah, Customer Service BMT Yagawiyyu, Wawancara Pribadi, 21 Juni 2022, Pukul
09.00-10.00 WIB
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anggota tidak ada keberatan dan sudah sepakat dengan ketentuan pihak
BMT maka akan dilakukan akad (ijab dan gabul) serta penandatanganan

kontrak setelah itu dana pembiayaan dicairkan berupa uang tunai.’

Pelaksanaan permohonan pembiayaan mudahrabah di BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen telah sesuai dengan prosedur yang berlaku
pada BMT Yagawiyyu dimana anggota yang melakukan pembiayaan
melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan, kemudian pihak BMT
melakukan survei dan musyawarah terkait besarnya pembiayaan yang

dicairkan bagi hasil kemudian dilakukan akad pembiayaan mudharabah.

Pada pencairan pembiayaan mudharabah pihak BMT Yagawiyyu
hanya dapat mencairkan dana pembiayaan dalam bentuk uang tunai, dan
ketentuan pencairan pembiayaan sudah ditentukan diawal apabila pihak
BMT hanya dapat mencairkan dana pembiayaan maksimal 60% dari jumlah
pembiayaan yang diajukan apabila jaminan merupakan barang bergerak,
apabila jaminan merupakan barang tidak bergeraak pencairan dana bisa
mencapai 80%-90% dan hal tersebut sudah sesuai dengan syarat
mudharabah bahwa modal yang diberikan harus berbentuk uang tunai serta

jumlah modal harus jelas disebutkan sejak awal kesepakatan.

Pada usaha anggota pada dasarnya BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen tidak memberikan ketentuan khusus, dapat usaha yang baru akan

berjalan ataupun usaha yang sudah berjalan, namun usaha yang disetujui

5 Prosedur Pembiayaan BMT Yagawiyyu Cabang Mranggen
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merupakan usaha yang sudah ditetukan sejak awal jenis usahanya. Dengan
arti lain saat usaha tersebut sudah berjalan atau saat berjalannya pembiayaan
anggota tidak dapat mengganti jenis usahanya. Jadi untuk jenis usaha harus

sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak (akad).®

Dengan adanya pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh
anggota maka pihak BMT berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha
anggota tersebut. Dalam bagi hasil pembiayaan mudharabah ditentukan
berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha anggota atau
menggunakan metode revenue sharing. Besarnya nisbah bagi hasil setiap
anggota berbeda-beda. Adanya perbedaan bagi hasil yang diterima setiap
anggota disesuaikan dengan besarnya nominal pembiayaan mudharabah
dan jangka waktu yang dipilih anggota. Besaran nisbah bagi hasil tersebut
sudah dijelaskan sejak awal oleh pihak BMT bahwa pihak BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen memiliki ketentuan bagi hasil yang sudah diatur dalam
prosedur pembiayaan, sehingga besaran prosentase nisbah bagi hasilnya
tetap dan tidak dapat diubah, namun dalam beberapa hal pihak BMT dapat
saja mengajukan penawaran berbeda kepada anggota dengan berbagai

macam pertimbangan sehingga tidak asal menyetujui permintaan anggota.

Seperti halnya Ibu Marinten yang mengajukan pembiayaan

mudharabah untuk usaha sayur kelilingnya, ibu Marinten, pak Masguri dan

6 Khoirul Ardi, Marketing BMT Yagawiyyu, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2022, Pukul
09.00-10.30 WIB
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pihak BMT sepakat dengan bagi hasil 30:707, berbeda dengan ibu Marinten
dan pak Masguri, Pak Bambang mendapatkan nisbah bagi hasil 40:60 dari
pembiayaan mudharabah yang dialokasikan untuk usaha jual beli mobilnya.
Pihak BMT Yagawiyyu memberikan alasan mengapa pihaknya menyetujui
kenaikan nisbah yang diajukan pak Bambang dikaranakan beliau
merupakan anggota BMT Yagawiyyu cabang Mranggen yang memiliki
catatan pembiayaan yang bagus dan juga disesuaikan dengan nominal

pembiayaan yang diajukan Pak Bambang yang cukup besar.®

Bagi hasil tidak tetap setiap bulannya karena mengikuti pendapatan
yang didapatkan dari usaha anggota setiap bulannya. Dalam penentuan
nisbah bagi hasil tersebut dilakukan secara tawar menawar meskipun pada
akhirnya beberapa anggota menyebutkan bahwa nisbah bagi hasilnya
ditetapkan sepihak oleh pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen, padahal
dalam hal ini pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen hanya menjalankan
SOP sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa nisbah bagi hasil sudah

ditetapkan oleh pihak BMT sejak awal.

Pada pengembalian atau pelunasan pokok pembiayaan Mudharabah
dilakukan diakhir jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan pada saat
akad. Dalam hal pembayaran bagi hasil harus disetorkan dan dilaporkan

perbulannya kepada pihak BMT, apabila terdapat keterlambatan

" Marinten, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara Pribadi, 23 Maret 2022,
Pukul 14.30-15.30 WIB

8 Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 22 Maret 2022, Pukul 15.30-16.15 WIB
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pembayaran bagi hasil pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen tidak
membebankan denda apabila keterlambatan masih dalam hitungan hari dan
pihak BMT akan memberikan informasi terkait keterlambatan angsuran
anggota, dan apabila keterlambatan pembayaran angsuran sudah terhitung
bulan maka pihak BMT akan memberikan peringatan langsung kepada

anggota.®

Dalam wawancara bersama Ibu Marinten yang sempat mengalami
keterlambatan pembayaran bagi hasil dan keterlambatan pembayaran pokok
pembiayaan di akhir periode jangka waktu pembiayaan, pembayaran pokok
pembiayaan baru dapat dilunasi setelah jangka waktu pembiayaan selesai.°
Dari hal tersebut maka pembiayaan mudharabah lbu Marinten dapat
dikategorikan sebagai pembiayaan macet, dalam hal ini pihak BMT tidak
memberlakukan denda apapun akibat keterlambatan pembayaran angsuran
bagi hasil maupun pokok pembiayaan. Sehingga dalam pelaksanaan
pembiayaan terkait dengan keterlambatan angsuran atau pembiayaan macet
di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen ini sudah sesuai dengan kesepakatan

di awal.

Pada prosedur pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen berdasarkan wawancara terdapat hak serta kewajiban

yang harus dijalankan guna tercapainya tujuan pembiayaan yang

® Prosedur Pembiayaan BMT Yagawiyyu

10 Marinten, Anggota Pembiayaan Mudharabah, Wawancara Pribadi, 23 Maret 2022,
Pukul 14.30-15.30 WIB
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diharapkan. Dalam pembiayaan mudharabah ini pihak BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen wajib memberikan modal sepenuhnya sesuai dengan
yang disepakati untuk usaha yang dijalankan oleh anggota. Selain
kewajiban, pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen juga memiliki hak
untuk mendapatkan nisbah bagi hasil dari usaha yang dijalankan oleh
anggota yang melakukan pembiayaan Mudharabah pihak BMT juga berhak
untuk melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota
pembiayaan Mudharabah.!! Pada pelaksanaannya pihak BMT Yagawiyyu
tidak dapat memberikan sepenuhnya modal yang dibutuhkan oleh anggota
melainkan hanya 60% dari jumlah jumlah pengajuan anggota apabila
anggota menggunakan jaminan barang bergerak dan maksimal 90% bila
menggunakan jaminan barang tidak bergerak. Dalam hal ini pihak BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen hanya menjalankan ketentuan dalam

prosedur pembiayaan yang ada.

Sedangkan anggota berhak mendapatkan modal usaha sepenuhnya
dan mengelola usahanya sesuai dengan yang telah disepakati dengan pihak
BMT Yagawiyyu cabang Mranggen. Anggota memiliki kewajiban untuk
menggunakan modal yang diperoleh dari pembiayaan sesuai dengan
kesepakatan. Dan anggota juga berkewajiban untuk memberikan bagi hasil

kepada pihak BMT sesuai dengan kesepakatan.*?

11 Anifah, Customer Service BMT Yagawiyyu, Wawancara Pribadi, 21 Juni 2022, Pukul
09.00-10.00 WIB

12 bid.
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Dalam menjalankan sebuah kerjasama usaha, tidak semua usaha
dapat berjalan lancar. Adapula yang harus mengalami kendala, ada kalanya
terdapat masalah dalam pembiayaan atau bahkan kerugian. Hal tersebut
juga terjadi pada pembiayaan mudharabah yang terdapat pada BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen. Pihak BMT menanggung seluruhnya resiko
kerugian yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan
ketentuan pembiayaan, namun apabila kerugian yang terjadi dalam usaha
merupakan kelalaian atau kesengajaan anggota maka pihak BMT tidak
bertanggung jawab terkait kerugian tersebut. Pihak BMT akan melakukan
verifikasi ulang atau mengecek kembali perhitungan yang disampaikan oleh

anggota, agar tidak terjadi ketidakjujuran dalam pembiayaan.*3

Dalam perjanjian kerjasama usaha dan ketika usaha tersebut sudah
berjalan, pasti kedua belah pihak yang menjalankan kerjasama tidak
menginginkan adanya wanprestasi atau permasalahan lain yang dilakukan
oleh salah satu pihak. Apabila terjadi wanprestasi atau permasalaahan yang
dilakukan oleh salah satu pihak, kedua pihak yang melakukan perjanjian
kerjasama yang dalam hal ini adalah pihak BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen dan anggota pembiayaan mudharabah sudah sepakat untuk
menyelesaikan permasalahan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada

BMT Yagawiyyu cabang Mranggen, dan bila belum diketemukan jalan

13 Akhmad Mukhlisin  Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB
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keluar melalui musyawarah maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan

melalui jalur hukum.*

Pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen berdasarkan wawancara
dengan customer service, apabila terdapat perselisihan atau sengketa
misalnya pembiayaan macet dalam hal ini pihak BMT Yagawiyyu
mempunyai alternatif penyelesaian yaitu dengan mengalihkan pembiayaan
mudharabah kepada pembiayaan lain dan melakukan akad ulang. Apabila
alternatif tersebut tidak ditemukan titik temu maka akan diselesaikan

melalui jalur hukum.

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa
dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang
dalam prosedur pembiayaan BMT Yagawiyyu dan juga sudah sesuai dengan

ketentuan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah.

B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Yagawiyyu
Cabang Mranggen Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-
MUI/1V/2000 Tentang Mudharabah (Qiradh)

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syariah yaitu menghimpun
dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah. Begitu pula dengan
Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang merupakan bagian dari Lembaga

Keuangan Syariah (LKS). BMT Yagawiyyu cabang Mranggen merupakan

14 Anifah, Customer Service BMT Yagawiyyu, Wawancara Pribadi, 21 Juni 2022, Pukul
09.00-10.00 WIB
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salah satu Lembaga Keuangan Syariah. Segala pelaksanaan operasional
pembiayaan pada BMT harus sesuai dan menggunakan prinsip syariah.
Khususnya pelaksanaan bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen secara operasionalnya harus sesuai dengan
ketentuan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah
(Qiradh).

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank
syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk
melaksanakan kegiatan usaha, dimana lembaga keuangan syariah
memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.
Dengan jangka waktu dan tatacara pengembalian dana pembiayaan serta
nisbah bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati.*®

Dalam pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen, pihak BMT Yagawiyyu bertindak sebagai shahibul maal dan
anggota pembiayaan sebagai mudharib. Pada pemberian pembiayaan
mudharabah pada BMT Yagawiyyu tidak memberikan 100% modal yang
dibutuhkan mudharib, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan memberikan
modal 100% kepada mudharib adalah usaha mudharib tersebut dibiayai oleh
pihak BMT sepenuhnya tidak ada campur tangan modal dari pihak
mudharib, tidak dapat 100% sesuai dengan yang dibutuhkan mudharib
dikarenakan dalam pembiayaan mudharabah ini sudah terdapat ketentuan

dalam prosedur pembiayaan BMT Yagawiyyu cabang Mranggen bahwa

15 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 168
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yang dapat dicairkan adalah maksimal 60% dari nominal yang diajukan
apabila menggunakan jaminan barang bergerak sedangkan apabila
menggunakan jaminan barang tidak bergerak maksimal pencairan
penmbiayaan yaitu 90% dari jumlah pengajuan. Berdasarkan hal tersebut
terkait pemberian pembiayaan pada BMT Yagawiyyu sesuai dengan
ketentuan pada Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan
pembiayaan poin 2 bahwa seharusnya dalam pembiayaan LKS sebagai
shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek
(usaha), yang mana anggota sebagai mudharib tidak berkontribusi modal
dalam pembiayaan mudharabah ini melainkan modal hanya dari pihak BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen.

Jangka waktu pembiayaan, tatacara pengembalian serta pembagian
keuntungan pada pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen sudah disepakati pada saat kontrak. Jangka waktu pembiayaan
mudharabah biasanya menggunakan jangka waktu pendek, penggunaan
jangka pendek dalam pembiayaan mudharabah akan memudahkan pihak
LKS dalam memperkirakan return dan meminimalisir resiko pembiayaan.®
Pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen jangka waktu pembiayaan
mudharabah biasanya antara 3 bulan sampai dengan satu tahun. Terkait
dengan pengembalian dana sudah ditentukan oleh pihak BMT bahwa

pengembalian pokok pembiayaan dilakukan diakhir periode pembiayaan.

6 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Mudharababh..., him. 227
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Pada dasarnya pembiayaan Mudharabah pada BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen tidak memberikan ketentuan khusus pada usaha anggota,
dapat usaha yang baru akan dijalankan maupun usaha yang sudah berjalan.
Akan tetapi pembiayaan disetujui apabila jenis usahanya sudah ditetapkan
pada saat akad (kontrak). Dengan arti lain pada saat berjalannya
pembiayaan, anggota tidak diperbolehkan untuk mengganti jenis usaha. Jadi
untuk jenis usaha harus sesuai dengan yang sudah disepakati pada saat akad
(kontrak). Dalam hal pembinanaan dan pengawasan pihak BMT tidak
memberikan kepastian bahwa akan melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha anggota setiap bulannya hanya saja anggota wajib untuk
melaporkan kondisi usaha dan pendapatannya setiap bulan kepada BMT.*’

Berdasarkan pemaparan di atas dalam kesepakatan jenis usaha,
pembinaan dan pengawasan pembiayaan mudharabah pada BMT
Yagawiyyu sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IVV/2000 tentang
ketentuan pembiayaan poin 4, bahwa “Mudharib boleh melakukan berbagai
macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan
LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.” Disini
pihak BMT dan anggota pembiayaan mudharabah sudah sepakat bahwa
jenis usaha anggota harus sesuai dengan yang tertuang didalam kontrak

yang disepakati bersama. Akan tetapi dalam pembinaan dan pengawasan

17 Khoirul Ardi, Marketing BMT Yagawiyyu, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2022, Pukul
09.00-10.30 WIB
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pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen, pihak
BMT belum tentu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara
langsung terhadap usaha anggota setiap bulannya, namun demikian anggota
wajib untuk melaporkan kondisi usaha dan pendapatannya setiap bulan
kepada BMT.

Dalam pembiayaan mudharabah, apabila terdapat kerugian maka
kerugian tersebut ditanggung oleh yang mempunyai modal. Dengan kata
lain, pengelola dana tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian
pengelola dana hanya dari sisi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak
akan mendapat imbalan jika rugi.*® Menurut Fatwa DSN MUI juga
disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana
menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali yang
disebabkan oleh mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian
mudharib atau menyalahi perjanjian.

Pada pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen sendiri apabila terdapat kerugian dalam pembiayaan,
pihak BMT Yagawiyyu menanggung segala bentuk kerugian kecuali yang
disebabkan oleh kelalaian anggota. Maka dalam hal ini sudah sesuai dengan
ketentuan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketetentuan

pembiayaan poin 6 mengenai kerugian.

18 Akhmad Farroh Hasan, Figh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan
Praktek), (Malang: UIN Maliki Press, 2018), him. 106
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Dalam ketentuan pembiayaan poin 7 Fatwa DSN No. 07 tahun 2000
dijelaskan pula terkait dengan jaminan yang digunakan dalam pembiayaan,
bahwa “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-
hal yang telah disepakati bersama dalam akad.” Pada pelaksanaan
pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen juga
memberlakukan ketentuan jaminan dalam pengajuan pembiayaan, jaminan
dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pemberlakuan
barang jaminan dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak di
inginkan atau penyimpangan. Apabila dikemudian hari terdapat sengketa
dan anggota tidak dapat menyelesaikan pembiayaan maka barang jaminan
tersebut akan dicairkan. Sehingga pada ketentaun jaminan sudah sesuai
dengan fatwa DSN MUI.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan
rukun dan syarat, disebutkan bahwa rukun pembiayaan mudharabah
meliputi: Pertama, penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola
(mudharib) yang keduanya harus cakap hukum. Kedua, pernyataan ijab dan

gabul. Ketiga, modal. Keempat, keuntungan yang nantinya akan dibagi
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sesuai dengan kesepakatan. Kelima, usaha yang akan dikelola oleh

mudharib.

Dalam hal keuntungan usaha, keuntungan tersebut yang nantinya
akan dibagi antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan nisbah
bagi hasil yang telah disepakati pada awal. Nisbah keuntungan atau bagi
hasil harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan
hanya untuk satu pihak.

2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan
dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk
prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan
nisbah harus sesuai kesepakatan.

3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah,
dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.

Tujuan dilaksanakannya mudharabah tentu saja untuk memperoleh
keuntugan. Keuntungan tersebut nantinya yang akan dibagi untuk kedua
belah pihak dan disebut sebagai bagi hasil. Bagi hasil pembiayaan
merupakan bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi,

dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan

(Qiradh)

1 Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembaiayaan Mudharabah
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kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu
praktik perbankan syariah.?°

Pada bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No.
07/DSN-MUI/2000 pada ketentuan rukun dan syarat pembiayaan poin 4
terkait keuntungan. Bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT
Yagawiyyu sudah diperuntukkan bagi kedua pihak yang melakukan
kerjasama usaha yang dalam hal ini adalah pihak BMT Yagawiyyu dan
anggota pembiayaan mudharabah. Dalam penetapan nisbah bagi hasil
berdasarkan pada pendapatan anggota atau menggunakan metode revenue
sharing. Nisbah bagi hasilnya sudah disepakati sejak awal.?* Akan tetapi
terdapat anggota yang mengeluhkan terkait nisbah bagi hasil yang terlalu
rendah, namun disini apabila anggota sudah sepakat diawal maka anggota
harus mengikuti ketentuan yang sudah disampaikan pihak BMT sejak awal.

Pada bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen ini pihak BMT memberikan nisbah bagi hasil 30:70, 30%
untuk anggota dan 70% untuk pihak BMT. Tetapi anggota mengeluhkan
nisbah bagi hasil terseut terlalu rendah, dan anggota menawar untuk nisbah

bagi hasil yang lebih tinggi namun disini pihak BMT tetap pada ketentuan

20 Adiwarman A. Karim, Bank Indonesia Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta:PT. Raja
Grafindo Persada, 2010), him. 191

2L Akhmad Mukhlisin  Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB
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diawal bahwa nisbah bagi hasil sudah terdapat dalam prosedur pembiayaan
dan tidak dapat diubah kecuali dikarenakan satu dan lain hal.

Pembagian nisbah yang rendah menurut anggota tersebut
menjadikan permasalahan bagi anggota, meskipun sudah dilakukan tawar-
menawar dengan pihak BMT namun pada akhirnya nisbah bagi hasil tetap
mengikuti keputusan pihak BMT. Disini sikap BMT sudah benar untuk
tetap mempertahankan aturan pada prosedur pembiayaan, dan apabila
anggota tidak sepakat anggota bisa mengajukan pembiayaan lain yang lebih
sesuai dengan kebutuhan anggota.

Pada pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu juga anggota
yang dalam tawar-menawar nisbah bagi hasil mengajukan penawaran yang
lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh pihak BMT dan penawarannya
tersebut disetujui dengan alasan anggota tersebut merupakan anggota BMT
Yagawiyyu yang mempunyai catatan pembiayaan yang bagus dan
merupakan anggota yang amanah.??

Konsep bagi hasil hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat
bahwa setiap usaha pasti akan selalu dihadapkan dengan kemungkinan
kerugian, dalam pembiayaan mudharabah apabila mengalami kerugian
maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan
dari kelalaian pengelola modal. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian

pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian

2 Akhmad Mukhlisin Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB
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tersebut. 22 Pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen apabila terdapat
kerugian pihak BMT menanggung seluruhnya kerugian yang terjadi dalam
pembiayaan mudharabah sesuai dengan ketentuan pembiayaan, namun
apabila kerugian yang terjadi dalam usaha merupakan kelalaian atau
kesengajaan anggota maka pihak BMT tidak bertanggung jawab terkait
kerugian tersebut. Pihak BMT akan melakukan verifikasi ulang atau
mengecek kembali perhitungan yang disampaikan oleh anggota, agar tidak
terjadi ketidakjujuran dalam pembiayaan.?*

Dalam hal tersebut pada pelaksanaan pembiayaan Mudharabah yang
dijalankan BMT Yagawiyyu cabang Mranggen sudah sesuai dengan
ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
rukun dan syarat pembiayaan poin 4 tentang keuntungan Mudharabah sub
poin ¢, yaitu Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
Mudharabah, dan Pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun
kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran

kesepakatan.

Apabila terjadi wanprestasi atau permasalaahan yang dilakukan oleh
salah satu pihak, kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama yang
dalam hal ini adalah pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen dan anggota

pembiayaan mudharabah, sepakat untuk menyelesaikan permasalahan

23 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Islam dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2009), him. 95

2 Akhmad Mukhlisin  Nawawi, Manajer BMT Yagawiyyu cabang Mranggen,
Wawancara Pribadi, 14 Maret 2022, Pukul 09.00-11.00 WIB
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sesuai dengan prosedur yang berlaku pada BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen, dan bila belum diketemukan jalan keluar melalui musyawarah

maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.?®

Dalam hal ini ketentuan penyelesaian perselisishan pada pembiyaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen sudah sesuai dengan
Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan hukum pembiayaan
poin 4 bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrasi

Syariah apabila tidak tercapai kesepakatan pada saat melalui musyawarah.

% Anifah, Customer Service BMT Yagawiyyu, Wawancara Pribadi, 21 Juni 2022, Pukul
09.00-10.00 WIB



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen BMT anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan
melengkapi  syarat-syarat  administrasi. Dalam  pembiayaan
mudharabah menggunakan jaminan baik barang bergerak maupun
barang tidak bergerak untuk menghindari penyimpangan. Pencairan
pembiayaan berdasarkan prosedur pembiayaan maksimal 60% dari
yang diajukan apabila jaminan barang bergerak, bila jaminan barang
tidak bergerak maksimal pencairan 90% dari yang diajukan. Bagi hasil
yang digunakan yaitu metode revenue sharing. Nisbah bagi hasil
ditentukan sesuai dengan kesepakatan di awal. Kesepakatan bagi hasil
rata-rata anggota berada di angka 30:70. Apabila terjadi kerugian, pihak
BMT akan menanggung seluruh kerugian kecuali yang disebabkan oleh
kelalaian anggota. Jika terjadi perselisihan penyelesaiannya akan
dilakukan dengan musyawarah, jika tidak menemukan titik terang,
maka penyelesainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

84
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2. Ditinjau dari Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh) bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah
pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen sudah sesuai dengan Fatwa
DSN. Dimana dalam pelaksanannya telah memenuhi rukun dan syarat
serta kKketentuan-ketentuan pembiayaan yang ada sesuai dengan
ketentuan Fatwa DSN. Namun dalam hal nisbah bagi hasil masih
mempergunakan proses tawar-menawar yang bisa dikatakan hanya
sebagai formalitas karena pada dasarnya ketentuan nisbah bagi hasil
sudah ditentukan dalam prosedur pembiayaan mudharabah, sehingga
disini menyebabkan kesalahpahaman anggota dimana anggota mengira

bahwa nisbah bagi hasil dapat diubah.

B. Saran
Setelah peneliti  menguraikan terkait pelaksanaan bagi hasil
pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, peneliti
memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya BMT Yagawiyyu cabang Mranggen dapat
melaksanakan segala transaksi pembiayaan maupun simpanan dengan
lebih baik lagi dan sepenuhnya berdasarkan syariat Islam.

2. Diharapkan pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen memberikan
informasi pembiayaan secara rinci dan jelas agar dapat lebih mudah
dipahami oleh anggota terutama dalam pencairan dana dan nisbah bagi

hasil.
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3. Hendaknya apabila anggota belum paham sepenuhnya mengenai
mekanisme pembiayaan mudharabah bertanya dan meminta informasi
kepada pihak LKS agar lebih detail dalam menjelaskan segala prosedur
pembiayaan agar anggota tidak mengalami kesalahpahaman dan
cenderung mengeluhkan prosedur pembiayaan.

4. Terakhir, bagi para pembaca penelitian ini masih jauh dari kata
sempurna. Oleh sebab itu, demi perbaikan penelitian-penelitian
berikutnya yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah untuk

melakukan penelitian berikutnya agar lebih sempurna.
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Lampiran 1

Hasil wawancara 1

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA 1

Informan : Akhmad Mukhlisin
Hari/Tanggal : Senin, 14 Maret 2022
Tempat : BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
1. Peneliti Apakah yang dimaksud pembiayaan mudharabah?
Informan Mudharabah merupakan kerjasama dengan modal
seluruhnya dari pihak BMT, dengan bagi hasil sesuai
kesepakatan.

2. Peneliti Berapakah jumlah anggota yang mengikuti
pembiayaan mudharabah pada BMT Yagawiyyu
cabang Mranggen ini?

Informan Dalam satu tahun terakhir ini terdapat 7 orang anggota

3. Peneliti Apa saja persyaratan yang dibutuhkan apabila hendak
mengajukan pembiayaan mudharabah pada BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen?

Informan Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan

pembiayaan mudharabah yaitu, FC KTP suami dan
istri, apabila belum menikah bisa menggunakan FC
KTP orang tua, FC KK, FC surat nikah, FC perizinan




usaha (bila ada), FC rekening listrik/telfon/PAM, FC
NPWP, SIUP, TDP (bila ada), surat kepada keuangan

sederhana, peta lokasi usaha, dan jaminan.

4. Peneliti

Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam

pemberian pembiayaan mudharabah bagi anggota?

Informan

Tentu saja karakter anggota yang amanah, kondisi

keuangan anggota, dan kondisi usaha anggota.

5. Peneliti

Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah pada

BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?

Informan

Prosedur pengajuan pembiayaan pada BMT
Yagawiyyu ini, yang pertama anggota datang secara
langsung ke BMT Yagawiyyu dengan melengkapi
persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah
sesuai dengan ketentuan, setelah persyaratan lengkap
pihak BMT akan melakukan survei bagaimana kondisi
usaha anggota, setelah itu pihak BMT akan melakukan
analisis terkait kelayakan anggota menerima
pembiayaan mudharabah, setelah dinyatakan layak
pihak BMT akan melakukan musyawarah dengan
anggota terkait mekanisme pembiayaan mudharabah
dan juga bagi hasilnya, setelah disepakati akan

dilakukan akad (kontrak) pembiayaan mudharabah.

6. Peneliti

Bagaimana penentuan bagi hasil pada pembiayaan

mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?

Informan

Bagi hasil pembiayaan mudharabah disini didasarkan
pada keuntungan hasil usaha anggota, dalam
penetapan bagi hasil jumlah nominal pembiayaan juga
mempengaruhi nisbah bagi hasil. Biasanya disini




nisbah bagi hasil yang disepakati di angka 30:70 ada
juga yang di angka 40:60.

7. Peneliti

Dalam penentuan nisbah bagi hasil apakah terdapat
hak tawar menawar bagi anggota yang hendak

mendapatkan nisbah bagi hasil yang sesuai?

Informan

Ya, dalam penentuan nisbah bagi hasil dilaksanakan
dengan musyawarah dan tawar menawar dengan

anggota.

8. Peneliti

Adakah kendala dala pelaksanaan pembiayaan

mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?

Informan

Tentu saja ada

9. Peneliti

Apa saja kendalanya?

Informan

Kendalanya ya seperti pembiayaan macet, telat
pembayaran bagi hasil  perbulan, ada juga yang
terkena musibah misalkan hewan ternaknya mati

sehingga terdapat kerugian dalam pembiayaan.

10. Peneliti

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran apakah
terdapat denda?

Informan

Disini  kami tidak menerapkan denda dalam
keterlambatan pembayaran, tetapi bila terjadi
keterlambatan akan diberikan informasi kepada
anggota, jika informasi tidak diterima dengan baik
maka akan diberikan surat peringatan dan bila sudah
termasuk kategori pembiayaan macet maka akan
dicabut pembiayaannya.

11. Peneliti

Bagaimana pengembalian pokok pembiayaan pada
pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang




Mranggen?

Informan

Untuk pengembalian pokok pembiayaan dilakukan
diakhir periode pembiayaan, misalkan mengambil
pembiayaan mudharabah dengan jangka waktu 6
bulan nanti pokok pembiayaan dibayarkan pada saat

bulan ke 6 pembiayaan.
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Informan : Marinten

Hari/Tanggal  : Rabu, 23 Maret 2022

Tempat : Rumah Ibu Marinten
1. Peneliti Sejak kapan ibu menjadi anggota pembiayaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?
Informan Sudah lama
2. Peneliti Untuk apa alokasi dana pembiayaan mudharabah
yang ibu ajukan?
Informan Untuk usaha jual sayur keliling
3. Peneliti Mengapa ibu memilih melakukan pembiayaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?
Informan Karena dulu pernah mengajukan di BMT lain, tapi
ternyata tidak diterima. Lalu saya mengajukan di
BMT Yagawiyyu saja dan Alhamdulillah diterima.
Kebetulan juga BMT ini dekat dengan rumah saya.
4. Peneliti Bagaimana penentuan bagi hasil pada pembiayaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?
Informan Saya memberikan sebagian keuntungan bersih yang
didapatkan dari usaha untuk BMT
5. Peneliti Berapa pembagian bagi hasil yang ibu dapatkan?
Informan Saya mendapatkan 30% dari keuntungan hasil usaha
6. Peneliti Apakah nisbah bagi hasil yang dibayarkan pada BMT




Yagawiyyu cabang Mranggen setiap bulannya tetap?

Informan

Tidak soalnya tergantung pendapatan saya saat

berjualan sayur itu

7. Peneliti

Berapa jangka waktu pembiayaan yang ibu ambil?

Informan

6 bulan

8. Peneliti

Apakah ibu merasa di untungkan dengan mengikuti
pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang

Mranggen ini?

Informan

Ya merasa beruntung karena saya bisa mendapatkan
modal untuk modal usaha tapi susah juga soalnya
keuntungan yang saya dapatkan mepet sedikit sekali,
sebenarnya saya minta bagi hasilnya agak di  naikan
sedikit tapi BMT tidak mau

9. Peneliti

Apakah pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha yang ibu jalankan?

Informan

Pas bulan pertama kedua itu ada pengawasan, kalau
pembinaan tidak ada. Bulan berikutnya tidak ada

pengawasan sama pembinaan

10. Peneliti

Apakah ibu pernah mengalami masalah atau

keterlambatan pembayaran?

Informan

Pernah telat bayar bagi hasilnya itu karena harga
bahan pasar pada naik jadi ya keuntungan yang saya
dapatkan mepet, untuk balik modal kulakan lagi saja
kurang, jadinya telat bayar bagi hasilnya. Pada saat
mau selesai pembiayaan juga saya belum bisa

membayar pokok pembiayaan baru bisa bayar saat




sudah selesai masa pembiayaan

11. Peneliti Saat keterlambatan pembayaran itu apakah ibu terkena
denda?
Informan Tidak
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Informan : Bambang Nurdiansyah

Hari/Tanggal  : Senin, 21 Maret 2022

Tempat : Rumah bapak Bambang

1. Peneliti

Sejak kapan bapak menjadi anggota pembiayaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?

Informan Baru setengah tahunan
2. Peneliti Untuk apa alokasi dana pembiayaan mudharabah
yang bapak ajukan?
Informan Untuk modal jual beli mobil
3. Peneliti Mengapa bapak memilih melakukan pembiayaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?
Informan Karena di BMT itu kan sesuai dengan syariat, tidak
ada ribanya juga jadi saya memilih di BMT
Yagawiyyu.
4. Peneliti Bagaimana penentuan bagi hasil pada pembiayaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?
Informan Bagi hasilnya itu saya dapat 40% dari keuntungan jual
beli mobil itu
5. Peneliti Apakah nisbah bagi hasil yang dibayarkan pada BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen setiap bulannya tetap?
Informan Tidak soalnya keuntungan jual mobil itu kan beda-

beda




. Peneliti Berapa jangka waktu pembiayaan yang ibu ambil?

Informan 1 tahun

. Peneliti Apakah bapak merasa di untungkan dengan mengikuti
pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen ini?

Informan Ya, karena saya mendapatkan modal untuk membeli
mobil dan dijual kembali ya keuntungan jual mobil itu
yang dibagi bersama BMT Yagawiyyu

. Peneliti Apakah pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha yang ibu jalankan?

Informan Tidak, soalnya usaha saya kan tidak ada lokasinya jadi
ya hanya laporan saja kalau ada mobil yang deal
terjual dan setor bagi hasilnya

. Peneliti Apakah bapak pernah mengalami masalah atau
keterlambatan pembayaran?

Informan Sejauh ini tidak ada masalah dan belum pernah

mengalami terlambat bayar bagi hasil
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Informan : Masguri

Hari/Tanggal  : Senin, 21 Maret 2022

Tempat : Tempat usaha pak Masguri
1. Peneliti Sejak kapan bapak menjadi anggota pembiayaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?
Informan Sudah lama
2. Peneliti Untuk apa alokasi dana pembiayaan mudharabah
yang bapak ajukan?
Informan Untuk modal showroom motor
3. Peneliti Mengapa bapak memilih melakukan pembiayaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?
Informan Karena direkomendasikan oleh teman di organisasi
Muhammadiyah
4. Peneliti Bagaimana penentuan bagi hasil pada pembiayaan
mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang Mranggen?
Informan Bagi hasilnya dari keuntungan jual beli motor,
keuntungannya itu dibagi 2 dengan BMT Yagawiyyu
presentasenya 30:70, saya dapat 30%
5. Peneliti Apakah nisbah bagi hasil yang dibayarkan pada BMT
Yagawiyyu cabang Mranggen setiap bulannya tetap?
Informan Tidak karena keuntungan jual beli motor itu perbulan
beda-beda




. Peneliti Berapa jangka waktu pembiayaan yang ibu ambil?

Informan Saya pembaruan kontrak setiap 1 tahun

. Peneliti Apakah bapak merasa di untungkan dengan mengikuti
pembiayaan mudharabah di BMT Yagawiyyu cabang
Mranggen ini?

Informan Ya, karena saya mendapatkan modal untuk membeli
motor-motor bekas dan nanti saya jual kembali di
showroom motor saya

. Peneliti Apakah pihak BMT Yagawiyyu cabang Mranggen
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha yang ibu jalankan?

Informan Tidak ada pembinaan dan pengawasan, cuma laporan
saja kalau ada penjualan motor

. Peneliti Apakah bapak pernah mengalami masalah atau
keterlambatan pembayaran?

Informan Tidak ada masalah dan belum pernah mengalami

terlambat bayar bagi hasil
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Dokumentasi Penelitian

Formulir Pembiayaan Mudharabah
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Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh)
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National Sharia Board - Indonesian Counil uf Ulana

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUVIV/2000

Tentang
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

B

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana
lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan
dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad
kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama
(malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang
pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku
pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak:

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari’ah Islam,
DSN dang perlu pkan fatwa tentang mudharabah
untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
S R el 18 el v o Gl
e % 4 ’» Z -
l..(.ﬁ P

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan

(mengambil) harta dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu...”.

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:
‘l. J‘o .‘,.,..’ - -
L 3yl Ve 15T Ll Gl
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

2 0.

A B G BT L Gl 3 a1 O

“...Maka, jika sebagian kamu ipercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:
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(s
“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau
membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:
el T e 836106 (i Ty o i o L
o oy ol Y et el T Ay st et

(g..._.g..od&ob

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:
e Bl B o G st e A
G T e B Y bl e 000001

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.™

7. Hadis Nabi:
Ao ff 8 L2 by (sl g amle il 0lyy) 1Y oY
(S,

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain"
(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-
Khudri).

Dewan Syariah Nasional MUI
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8.

Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, 1989, 4/838).

Qiyas. Transaksi mudharabah digiyaskan kepada transaksi
musaqah.

10. Kaidah figh:

Memperhatikan

Nt 35 o 5 0% of Wy asgyi ol s 14
“Pada dasarnya, semua bentuk lah boleh dilakuk
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau
pengelola usaha.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak (LKS dengan pengusaha).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak
ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,
LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad.

Dewan Syariah Nasional MUI
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8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan
fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban

atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib
berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua ¢ Rukun dan Syarat Pembiayaan:

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus

cakap hukum.

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan

kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Modal ialah sejumlah vang dan/atau aset yang diberikan oleh

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan

syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus
dinilai pada waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai
dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus

dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan
kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pel an kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan

(mugqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus

memperhatikan hal-hal berikut:

(=-

Dewan Syariah Nasional MUI
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Ketiga

Ketua,

Prof?

H. Ali Yafie

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah,
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas
itu.

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1.
2.

Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali
akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April  2000M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Dewan Syariah Nasional MUI
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Dokumentasi Wawancara

Keterangan: Wawancara dengan Anggota Pembiayaan Mudharabah
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Keterangan: Wawancara dengan Anggota Pembiayaan Mudharabah
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